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ABSTRAK 

 

  Skripsi ini berjudul “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No. 4 

Tahun 2000 Terhadap Penyelesaian Kredit Macet dalam Pembiayaan Murābahah 

Pada Koperasi Bintang Anugerah, Kutisari, Tenggilis Mejoyo, Surabaya”   

bertujuan untuk menjawab rumusan masalah, Pertama, bagaimana mekanisme 

penyelesaian kredit macet dalam pembiayaan murābahah di Koperasi Bintang 

Anugerah Kutisari, Tenggilis Mejoyo, Surabaya?. Kedua, bagaimana analisis 

Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No. 4 Tahun 2000 terhadap praktik 

penyelesaian kredit macet dalam pembiayaan murābahah pada Koperasi Bintang 

Anugerah Kutisari, Tenggilis Mejoyo, Surabaya?. 

 

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 

menganalisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI Tahun 2000 dalam 

menganalisisnya. Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

yakni observasi, wawancara dan dokumentasi yang selanjutnya dianalisi 

menggunakan pola pikir deduktif. 

 

Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa: Pertama, koperasi “Bintang 

Anugerah” Kutisari, Tenggilis Mejoyo, Surabaya memiliki 2 mekanisme 

penyelesaian kredit macet dalam pembiayaan murābahah yakni, penyelesaian 

secara Internal (melibatkan pihak pertama, yakni koperasi bintang anugrah dan 

pihak kedua, yakni nasabah) dan penyelesaian secara Eksternal (melibatkan pihak 

ke-3) . Kedua, Menurut Hukum Islam akad yang dijalankan telah sesuai dan tidak 

fasid dikarenakan semua rukun dan syarat dalam pembiayaan murābahah telah 

terpenuhi keberadaannya. Namun, menurut Fatwa DSN MUI No. 4 Tahun 2000 

point 6 yang berbunyi “bangkrut dalam murābahah: jika nasabah telah dinyatakan 

pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang 

sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan”. Dalam 

praktiknya pihak koperasi menggadaikan BPKB hasil jaminan dari pembiayaan 

murābahah yang diajukan anggota koperasi. Koperasi beralasan dikarenakan 

tidak adanya keseriusan dalam hal pelunasan pembayaran. 

 

Dari hasil penelitian ini, peneliti memberikan saran kepada pihak Koperasi 

Bintang Anugerah, Kutisari, Tenggilis Mejoyo, Surabaya agar dapat 

memperhatikan dengan  selektif dalam pengajuan pembiayaan murābahah dan 

sistem operasional yang telah diatur sesuai dengan ketentuan akad serta proses 

penyelesaian kredit macet dalam pembiayaan murābahah secara internal 

dilaksanakan dengan baik tanpa memberatkan anggota koperasi apalagi sampai 

menggadaikan jaminan yang telah dijaminkan.  
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1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat untuk menuntaskan 

kemiskinan. Dari data realitas yang ada perkembangan koperasi Indonesia 

hingga kini masih memprihatinkan, 140 ribu koperasi yang ada di Indonesia, 

termasuk koperasi syariah hanya sekitar 28,5 persen yang aktif, dan lebih 

sedikit lagi koperasi yang memiliki manajemen kelembagaan yang baik, 

anggota yang berpartisipasi secara optimal, usaha yang focus terlebih lagi 

skala usaha yang besar. Sebagai pilar ekonomi diharapkan menjadi guru 

perekonomian, tetapi secara ironis koperasi jauh tertinggal dari badan usaha 

lainnya, yang cenderung dianggap sebagai badan usaha kelas dua.
1
 

Dengan adanya Undang – Undang No. 10 tahun 1998, yang 

merupakan revisi dari peraturan pemerintah No. 72 tahun 1992 tentang sebuah 

bank yang beroperasi dengan system bagi hasil, maka seiring perkembangan 

zaman banyak pula lembaga keuangan non bank yang muncul dengan system 

bagi hasil. Salah satunya adalah koperasi.
2
 Menurut Undang – Undang Nomor 

12 tahun 1967 tentang pokok – pokok perkoperasian, koperasi Indonesia 

adalah organisasi ekonomi rakyat berwatak sosial dan beranggotakan orang – 

                                                           
1
 Hendrojogi, Koperasi Asas – Asas, Teori dan Praktek (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998)h.3-4 

2
 Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 – Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan 
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2 

 

 

 

orang atau badan hukum koperasi yang merupakan, tata susunan ekonomi 

sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan.
3
 Sedangkan, menurut 

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, 

menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan 

orang – seorang atau badan hukum koperasi, dengan berlandaskan 

kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan 

ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
4
 

Koperasi kenyataannya tidak dapat dipisahkan  dari adanya 

kegiatan ekonomi masyarakat. Agar praktik koperasi tidak bertentangan 

dengan prinsip – prinsip syariah, diperlukan adanya upaya perbaikan 

secara konseptual melalui implementasi akad – akad muamalah. 

Dalam Firman Allah SWT telah dijelaskan: 

ْْۖ َ ْْۚوَاتَّقوُاْاللََّّ ث مِْوَال عدُ وَانِ ِ ْوَالتَّق وَىْْٰۖوَلَاْتعََاوَنوُاْعَلىَْالْ  وَتعََاوَنوُاْعَلَىْال برِِِّ

َْشَدِيدُْال عِْ ْاللََّّ قَبإِنَّ  

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 

dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan 

pelanggaran” (Qs.Al-Maidah 5:2)
5
 

 

Karakteristik system koperasi syariah yang beroperasi berdasarkan 

prinsip bagi hasil memberikan alternatif system perbankan yang saling 

menguntungkan bagi masyarakat dan bank serta menonjolkan aspek 

keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika dan mengedepankan 

                                                           
3
 Pasal 3 Undang – Undang No.12 Tahun 1967 tentang Pokok – Pokok Perkoperasian 

4
 Pasal 1 angka (1) Undang – Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian 

5
 Al- Qur’anul Karim (Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2013)h.106 
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3 

 

 

 

nilai – nilai kebersamaan, persaudaraan dalam berproduksi serta 

menghindari kegiatan yang spekulatif dalam bertransaksi keuangan.
6
 

Kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam operasionalnya 

diwujudkan dalam berbagai macam produk pembiayaan perbankan 

syariah. Menurut pasal 1 butir (25) Undang – Undang No. 21 Tahun 2008 

Tentang Perbankan Syariah dinyatakan bahwa, pembiayaan adalah 

penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa 

transaksi bagi hasil dalam bentuk murābahah dan musyārakah. Sewa 

menyewa dalam bentuk ijārah atau sewa beli ijārah muntahiya bittamlik. 

Jual beli berbentuk piutang murābahah pinjam meminjam dalam bentuk 

piutang qarḍh, sālam dan istisnā serta sewa menyewa jasa dalam bentuk 

ijārah untuk transaksi multijasa.
7
 

Dalam Kaidah Fiqh menjelaskan bahwa: 

لُْفىِْال مُعَامَلاتَِْا لِْبَاحَةُْإِلاَّْ رِي مِهَا.الَأصَ  ْدلَِي لٌْعَلَىْتحَ  ْيَدلَُّ  أنَ 

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali 

ada dalil yang mengharamkannya” 

 

Dari berbagai macam produk pembiayaan, salah satu bentuk 

pembiayaan yang paling dominan dan diterapkan adalah murābahah. 

Dominasi sekitar hampir 80-95% pada setiap pembiayaannya, dalam 

lembaga pembiayaan Islam yang menggunakan transaksi murābahah.
8
 

                                                           
6
 Burhanuddin, Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia (Malang: UIN-Maliki Press, 

2013)h. 2-3 
7
 Pasal 1 butir (25) Undang – Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah 

8
 Adiwarman Karim, Bank Islam (Analis Fiqih dan Keuangan), (Jakarta: Rajawali Press, 2011) 

hal.113. 
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Murābahah merupakan suatu penjualan barang seharga barang 

tersebut, kemudian ditambahkan keuntungan yang telah disepakati kedua 

belah pihak. Contohnya, Si A membeli barang dan kemudian Si A 

menjualnya kembali dengan keuntungan (margin). Keuntungan tersebut 

dinyatakan dengan bentuk prosentase dari haga pembeliannya, misalnya 

10%-15%.
9
 

Dalam transaksi  murābahah penjual harus menyebutkan dengan 

jelas barang yang diperjualbelikan dan barang tidak termasuk barang 

haram. Harga pembelian demikian juga barang dan keuntungan yang 

diambil dan cara pembayarannyapun disebutkan dengan jelas. Dengan cara 

ini pembeli mengetahui harga sebenarnya dari barang yang akan dibeli dan 

dikehendaki penjual.
10

 

Dapat disimpulkan bahwa murābahah adalah bukan pembiayaan 

yang diberikan dengan bunga. Pembiayaan murābahah adalah jual beli 

komoditas dengan harga tangguh yang termasuk margin keuntungan, 

diatas biaya perolehan yang disetujui bersama. Menurut Ijma’ Mayoritas 

Ulama pun memperbolehkan adanya jual beli secara murābahah
.11

 

Menurut Fatwa DSN MUI No. 4 Tahun 2000 tentang Murābahah, 

pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa: “jika bank menerima permohonan 

tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu asset yang dipesannya secara 

sah dengan pedagang”. Maksud dari fatwa tersebut koperasi harus 

membeli barang yang akan dipesan oleh anggota sehingga sah penggunaan 

                                                           
9
Ibid h.114 

10
 Zainul Arifin, Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006)h. 85 

11
 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012)h. 85 
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dari akad murābahah itu sendiri. Dan pada pasal 1 ayat (6) tentang 

menjelaskan bahwa murābahah “bank kemudian menjual barang tersebut 

kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus 

keuntungan. Dalam hal ini bank harus memberitahu secara jujur harga 

pokok barang kepada nasabah berikut dengan biaya yang diperlukan.
12

 

Koperasi Bintang Anugerah merupakan Koperasi yang sudah 

berkembang di wilayah Kota Surabaya Kecamatan Tenggilis Mejoyo dan 

beralamatkan di Kutisari Utara gang 2B. Lokasi yang strategis dekat 

dengan pemukiman warga dan banyak membantu kesejahteraan para 

anggotanya.
13

  

Koperasi Bintang Anugerah ikut serta dalam peran aktif untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peran serta tersebut terlihat dari 

produk pembiayaan secara murābahah agar terjadi peningkatan ekonomi 

masyarakat saat ini dengan prinsip kekeluargaanya. 

Pemberian pembiayaan secara murābahah ini, tidak selamanya 

berjalan dengan mulus dan tidak ada halangan apapun. Dalam artian, 

terdapat anggota (debitur) yang macet dalam pembayarannya dan adapula 

yang lancar dalam pengembalian pembayarannya. 

Terhadap debitur yang lancar dalam pengembaliannya akan 

meningkatkan kinerja dari lembaga keuangan berbeda kenyataanya jika 

terhadap debitur yang macet dalam pembayarannya tentu membawa 

konsekuensi hukum yang segera perlu mendapatkan penyelesaian. Dan 

                                                           
12

 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murābahah 
13

 Sugiyo Sumarto, Ketua, Wawancara, Koperasi Bintang Anugerah, Pada Tanggal 10 April 2020 
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dalam penyelesaiannya tidak boleh merugikan pihak koperasi (kreditur) 

karena telah memberikan serta membantu masyarakat dalam hal 

meningkatkan kesejahteraan ekonominya. 

Dalam kenyataan di Koperasi Bintang Augerah menunjukkan 

bahwa anggota (debitur) yang macet dalam pembiayaan murābahah, tidak 

kooperatif untuk menyelesaikan dengan pihak kreditur dengan alasan – 

alasan klasik yaitu faktor ekonomi yang semakin merosot atau alasan – 

alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
14

 Dengan 

adanya kenyataan dilapangan, pihak krediturlah yang harus menanggung 

paling banyak kerugian yang terjadi.
15

 Dalam hal inipun, pihak kreditur 

tidak ada iktikad baik untuk mengingatkan debitur dalam hal angsuran 

malah terjadi adanya penambahan biaya angsuran yang sebelumnya tidak 

ada pada kesepakatan awal perjanjian yang telah dibuat. 

Hadis Nabi riwayat Nasa’i, Abu Dawud, Ibu Majah, dan Ahmad: 

بَتهَُْ ضَهُْوَعُقوُ  ْعِر  ْال وَاجِدِْيحُِلُّ  ليُّ

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu 

menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya”
16

  
Padahal didalam Islampun seseorang diwajibkan untuk 

menghormati dan mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang sudah 

dipercayakan. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Qs. Al-Anfal ayat 27: 

ْتعَ لَمُونَْ ْوَأنَ تمُ  سُولَْوَتخَُونوُاْأمََانَاتكُِم  َْوَالرَّ  يَاْأيَُّهَاْالَّذِينَْآمَنوُاْلَاْتخَُونوُاْاللََّّ

Artinya adalah “Hai orang – orang yang beriman, janganlah kamu 

mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan janganlah kamu 

                                                           
14

 Ibid 
15

Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani,2001)h. 

212 
16

 Abu ‘Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, al-Jami’ al-Sahih, Juz.III, h.118 
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mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu 

mengetahui”
17

 

 

Untuk menyelesaikan masalah kredit macet secara normative 

diproses secara hukum, dalam hal ini meliputi proses litigasi maupun non 

litigasi. Kedua cara tersebut masing – masing memiliki kelebihan dan 

kekurangan. Proses penyelesaian melalui litigasi didalam pengadilan dan 

proses non litigasi diluar pengadilan atau melalui kerjasama (kooperatif). 

Proses didalam pengadilan dan menghasilkan kesepakatan yang bersifat 

adversarial yang belum mampu merangkul kepada kepentingan bersama, 

kemunginan muncul masalah baru, penyelesainnya lambat, biaya yang 

dikeluarkan lebih mahal, tidak responsive dan menimbulkan terjadinya 

permusuhan diantara para pihak yang bersengketa. Sebaliknya melalui 

proses non litigasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat win – win 

solution, kerahasiaan para pihak yang bersengketa dijamin, penyelesaian 

secara komprehensif dan kebersamaan dengan tetap menjaga hubungan 

baik antara para pihak yang bersengketa.
18

 

Pada kenyataannya model penyelesaian yang digunakan di 

Koperasi Bintang Anugerah tidak demikian, proses penyelesaian angsuran 

tidak berjalan sebagaimana mestinya, anggota yang mengajukan 

pembiayaan tidak secara intens dilakukan alarm agar anggota membayar 

pengajuan pembiayaannya tersebut. Tidak ada barang (objek) yang 

dipesan oleh anggota saat akad berlangsung dan keuntungan yang 

                                                           
17

Al- Qur’anul Karim Tafsir Perkata Tajwid Kode Arab h.180 
18

 Rohmadi Utsman, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Bandung: Citra Aditya 

Bhakti, 2009)h.3 
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ditetapkan oleh koperasi dirasa terlalu membebankan anggota koperasi 

serta adanya biaya tambahan yang tiba-tiba muncul dipertengahan proses 

angsuran pembiayaan tersebut.
19

  

Dalam hal ini, dari hasil pemaparan diatas penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Fatwa 

DSN MUI No. 4 Tahun 2000 Terhadap Penyelesaian Kredit Macet 

dalam Pembiayaan Murābahah pada Koperasi Bintang Anugerah, 

Kutisari, Tenggilis Mejoyo, Surabaya” 

 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat 

diidentifikasikan masalah sebagai berikut:  

1. Mekanisme penyelesaian kredit macet yang dilakukan 

pengurus dalam pembiayaan murābahah, 

2. Kredit macet disebabkan karena ketidaksediaan anggota untuk 

dapat melunasi atau ketidaksanggupan untuk memperoleh 

pendapatan yang cukup agar dapat melunasi pembiayaan dan 

adanya biaya angsuran tambahan yang belum disepakati diawal 

perjanjian, 

3. Sebab akibat dari kredit macet yang terjadi di koperasi Bintang 

Anugerah, Kutisari, Tenggilis Mejoyo, Surabaya 

                                                           
19

 Siti Munawaroh, Anggota, Wawancara, Koperasi Bintang Anugerah, Pada Tanggal 10 April 

2020 
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4. Pendapat ulama Terhadap Penyelesaian Kredit Macet dalam 

Pembiayaan murābahahpada Koperasi Bintang Anugerah 

5. Analisis Fatwa DSN MUI No. 4 Tahun 2000 Tentang Akad 

Jual Beli Murābahah. 

Batasan masalah yang akan dibahas pada skripsi ini dibuat agar 

penelitian tidak menyimpang dari arah dan sasaran penelitian, serta dapat 

diketahui sejauh mana hasil yang dapat dimanfaatkan dari penelitian ini.  

1. Mekanisme penyelesaian kredit macet yang dilakukan 

pengurus dalam pembiayaan murābahah pada Koperasi 

Bintang Anugerah, Kutisari, Tenggilis Mejoyo, Surabaya. 

2. Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No. 4 Tahun 2000 

Terhadap Penyelesaian Kredit Macet dalam Pembiayaan 

murābahah pada Koperasi Bintang Anugerah 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian kredit macet dalam pembiayaan 

murābahah di Koperasi Bintang Anugerah Kutisari, Tenggilis Mejoyo, 

Surabaya? 

2. Bagaimana analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No. 4 Tahun 

2000 terhadap praktik penyelesaian kredit macet dalam pembiayaan 

murābahah pada Koperasi Bintang Anugerah Kutisari, Tenggilis 

Mejoyo, Surabaya? 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 
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1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyelesaian kredit macet 

dalam pembiayaan murābahah yang diterapkan di Koperasi Bintang 

Anugerah, Kutisari, Tenggillis Mejoyo, Surabaya 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme penyelesaian kredit 

macet dalam pembiayaan murābahah di Koperasi Bintang Anugerah, 

Kutisari, Tenggillis Mejoyo, Surabaya dari tinjauan hukum Islam dan 

fatwa DSN MUI No.4 Tahun 2000. 

E. Kegunaan Hasil Penelitian 

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan 

kegunaan sebagai berikut: 

1. Dari segi teoritis, hasil penelitian berguna sebagai pengembangan ilmu 

pengetahuan bagi pelajar, kalangan intelektual, praktisi, akademisi, 

pengurus koperasi, anggota koperasi, dewan pengawas syariah dan 

masyarakat umum tentang mekanisme penyelesaian kredit macet. 

2. Dari segi praktis, hasil penelitian berguna untuk lembaga keuangan 

syariah dalam hal ini koperasi dalam melakukan praktik penanganan 

anggota yang mengalami kredit macet secara cepat, tepat, efektif dan 

efisien. Serta bermanfaat sebagai tinjauan pihak koperasi Bintang 

Anugerah 

F. Kajian Pustaka 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan telaah pustaka 

dari beberapa kajian penelitian yang relevan dengan judul yang penulis 

ambil, yaitu: 
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1. Skripsi Fitri Restiani, dengan judul penelitian “Analisis Hukum Islam 

dan Fatwa DSN NO. 04/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Akad 

murābahah Bil Wakalah Pada Pembiayaan Mitra Amanah Syariah di 

BPRS Magetan” menyimpulkan bahwa pembiayaan mitra amanah 

syariah di BPRS Magetan menurut tinjauannya akadnya fasid, karena 

ada sebagian rukun yang tidak dipenuhi dan tidak adanya obyek saat 

akad berlangsung. Dan pada praktiknya, BPRS Magetan melakukan 

perjanjian murābahah dan Wakalah yang dilakukan secara 

bersamaan.
20

 Persamaan penelitian dengan penelitian yang diteliti 

penulis terletak dasar hukum yaitu Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI 

No. 4 Tahun 2000 tentang murābahah. Sedangkan perbedaannya, 

terletak pada akad yang akan diteliti penelitian ini membahas tentang 

Akad murābahah Bil Wakalah. Sedangkan penelian ini akan diarahkan 

pada Akad Murābahah. 

2. Skripsi Budi Triyono, dengan judul penelitian “Penerapan Fatwa DSN 

MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang murābahah di BPRS 

Sukowati Sragen Cabang Grobogan” menyimpulkan bahwa: 

pembiayaan murābahah yang dilakukan oleh BPRS Sukowati Sragen 

Cabang Grobogan belum dilakukan dengan ketentuan fatwa DSN MUI 

Tentang murābahah dikarenakan dari tinjauan fatwa DSN MUI 

seharusnya pihak BPRS benar – benar menjalankannya, sehingga 

kedudukan fatwa dirasa kuat. Walaupun dalam hal ini pihak BPRS 

                                                           
20

 Skripsi Fitri Restiani, Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN NO. 04/DSN-MUI/IV/2000 

Terhadap Akad murābahah Bil Wakalah Pada Pembiayaan Mitra Amanah Syariah di BPRS 

Magetan (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019) 
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beralasan pemberian kuasa kepada nasabah untuk membantu atau 

memudahkan anggota agar mendapatkan hak kepemilikan barang yang 

diinginkan.
21

Persamaan terletak pada Tinjauan Hukum yang diambil 

dari Fatwa DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murābahah. 

Sedangkan perbedaannya yang akan dibahas peneliti adalah 

penyelesaian kredit macet dalam pembiayaan murābahah. 

3. Skripsi Fathurrohman Husen, dengan judul penelitian “Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Solusi Pembiayaan Bermasalah di BMT 

Arafah Solo” menyimpulkan bahwa solusi yang diterapkan BMT 

Arafah untuk menangani pembiayaan murabahah yang bermasalah 

dilakukan dengan upaya prefentif dan kuratif. Solusi pembiayaan 

murabahah bermasalah yang diterapkan oleh BMT Arafah telah sesuai 

dengan ketetapan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Ada beberapa 

ketetapan yang diatur oleh fatwa DSN MUI namun BMT Arafah tidak 

menerapkanya, yaitu ketetapan denda bagi anggota yang sengaja 

menunda pembayaran angsura dan ketetapan konversi akad 

murabahah. Persamaan terletak pada pisau hukum yang akan diteliti 

yakni hukum islam. Sedangkan perbedaannya, terletak pada 

pembahasan yang akan dibahas jika pada penelitian tersebut 

membahas terkait solusi dari pembiayaan bermasalah. Sedangkan 

dalam penelitian ini, akan membahas penyelesaian dari kredit macet
22

 

                                                           
21

Skripsi Budi Triyono, Penerapan Fatwa DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang 

murābahahdi BPRS Sukowati Sragen Cabang Grobogan (Semarang: UIN Walisongo, 2017) 
22

 Skripsi Fathurrohman Husen, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Solusi Pembiayaan Bermasalah 

di BMT Arafah Solo (Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2013) 
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Dari kajian pustaka yang sudah dipaparkan, dapat disimpulkan 

bahwa perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dengan 

penelitian – penelitian sebelumnya terletak pada pertama, penerapan 

akad yang akan diteliti. Kedua, tempat penelitiannya. Ketiga, analisis 

hukum yang digunakan. Dengan adanya perbedaan tersebut, maka 

penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu.  

G. Definisi Operasional 

Definisi operasional yang dimaksudkan dalam penelitian ini untuk 

menghindari kesalahfahaman dari perbedaan penafsiran yang berkaitan 

dengan istilah – istilah dalam judul skripsi yang diangkat. Judul penelitian 

yaitu “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No. 4 Tahun 2000 

Terhadap Penyelesaian Kredit Macet dalam Pembiayaan 

MURĀBAHAH Pada Koperasi Bintang Anugerah, Kutisari, Tenggilis 

Mejoyo, Surabaya”, maka definisi operasional yang diangkat untuk 

penelian ini, yaitu: 

1. Hukum Islam adalah  kaidah – kaidah yang didasarkan pada wahyu 

Allah SWT dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang 

yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini serta 

hal ini  mengikat bagi semua pemeluknya.
23

 Dalam penelitian ini, 

hukum Islam yang dimaksud adalah Al-Qur’an dan hadits serta 

pendapat dari para fuqaha’ yang berkaitan dengan akad murābahah 

dan Fatwa DSN MUI No. 4 Tahun 2000 yaitu pendapat ulama dari 

                                                           
23

 Eva Iryani, Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, dalam Jurnal Ilmiah Universitas 

Batanghari Jambi Vol.17 No. 2 Tahun 2017. H. 24 
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suatu permasalahan yang terjadi yang berkaitan dengan hukum Islam 

berupa keputusan resmi yang diambil berkaitan dengan keputusan 

yang bersumber dari lembaga Dewan Syariah Nasional yang mengatur 

tentang murābahah. 

2. Kredit macet dalam pembiayaan murābahah di Koperasi Bintang 

Anugerah adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan 

pembiayaan dikarenakan terjadinya factor  atau unsur – unsur 

kesengajaan akibat dari kondisi luar ataupun dari kondisi debitur yang 

terjadi di Koperasi Bintang Anugerah.
24

 Kredit macet yang terjadi di 

Koperasi Bintang Anugerah salah satunya akad perjanjian yang 

dilakukan tidak sesuai dengan awal dan proses penyelesaiannya 

merugikan bagi pengurus, anggota dan koperasi Bintang Anugerah 

sendiri. 

3. Pembiayaan murābahah adalah pembiayaan dengan harga asal (harga 

perolehan ) dengan tambahan keuntungan (margin) yang telah 

disepakati kedua belah pihak. Pembiayaan murābahah ditujukan untuk 

pembiayaan modal kerja, kebutuhan rutin dan kegiatan usaha.
25

 Pada 

penelitian ini nantinya Pembiayaan murābahah yaitu salah satu 

pembiayaan yang ada pada Koperasi Bintang Anugerah, Kutisari, 

Tenggilis Mejoyo, Surabaya. 

 

 

                                                           
24

 Dahlan Siamat, Manajemen Bank Umum, (Jakarta: Intermedia, 1993)h. 220 
25

 Ibid h. 227  
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H. Metode Penelitian 

Penelitian ini tergolong jenis penelitian lapangan (field research), 

dengan pendekatan kualitatif. Adapun penelitian kualitatif adalah suatu 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata 

tertulis maupun lisan dari orang secara langsung dan perilaku yang dapat 

diamati dari kejadian di lapangan (Koperasi Bintang Anugerah, Kutisari, 

Tenggilis Mejoyo, Surabaya).
26 

1. Sumber data, dalam penelitian ini adalah sekumpulan dari pengamatan 

yang penulis lihat terhadap adanya data – data, fenomena yang terjadi, 

kajian penelitian yang ada, serta jurnal – jurnal ilmiah yang terkait 

dengan judul yang diteliti, sumber data terdiri dari: 

a. Data Primer 

Data primer yang digunakan langsung pada obyek 

penelitian dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang 

sedang diteliti. Data diperoleh langsung dari pengurus dan anggota 

serta berasal dari lapangan. Adapun data primer yang dijadikan 

acuan dalam penelitian ini yaitu pengurus, anggota (nasabah),  

pendiri Koperasi Bintang Anugerah, Kutisari, Tenggilis Mejoyo, 

Surabaya. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari 

lembaga/instansi/ kantor terkait buku – buku (kepustakaan), atau 

                                                           
26

 Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Bandung: PT. Remaja Rosadakarya, 

2000)h. 4 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

16 

 

 

 

pihak lain yang mempunyai data yang terkait erat dengan obyek 

dan permasalahan yang sedang dilakukan penelitian. Adapun data 

sekunder dalam penelitian ini adalah studi terhadap adanya karya 

tulis ilmiah, jurnal, dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian 

yang sedang diteliti yakni analisis hukum Islam dan Fatwa DSN 

MUI No. 4 Tahun 2000 serta obyek penelitian yakni Koperasi 

Bintang Anugerah, Kutisari, Tenggilis Mejoyo, Surabaya. 

2. Teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Observasi 

Observasi merupakan pengamatan atau teknik dari 

pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik dan tidak 

terbatas pada orang saja, tetapi fenomena yang diamati oleh panca 

indera. Teknik ini bila digunakan berkenaan dengan perilaku 

manusia, gejala alam, proses kerja dan bila obyek yang diteliti 

tidak terlalu besar.
27

 Dalam observasi ini penulis melakukan 

pengamatan secara langsung terhadap mekanisme penyelesaian 

kredit macet di Koperasi Bintang Anugerah, Kutisari, Tenggilis 

Mejoyo, Surabaya. 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan 

cara Tanya jawab yang dikerjakan secara sistematis berlandaskan 

pada hipotesa penelitian, tujuan dan masalah. 

                                                           
27

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: CV. Alfabeta, 

2012)h.145 
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Dalam wawancara ini teknik yang digunakan dalam 

pengumpulan data yang diperlukan adalah dengan mengajukan 

pertanyaan yang telah disusun secara sistematis. Pertanyaan 

langsung diajukan dalam wawancara yang mendalam dengan 

pendiri, pengurus dan anggota Koperasi Bintang Anugerah, 

Kutisari, Tenggilis Mejoyo, Surabaya. 

c. Dokumentasi 

 Dokumentasi merupakan cara mencari data mengenai suatu 

hal atau variabel berupa catatan, buku, transkip, majalah, surat 

kabarr, notulen rapat, dan agenda.
28

 

Dalam metode dokumentasi nantinya peneliti 

memanfaatkan adanya data – data atau arsip yang berhubungan 

dengan sejarah berdirinya, struktur organisasi, visi dan misi 

Koperasi Bintang Anugerah, Kutisari, Tenggilis Mejoyo, 

Surabaya dan lain sebagainya. Hal ini sebagai landasan dari teori 

dan penggunaan data yang akurat untuk menunjang penelitian. 

3. Teknik Analisis data 

Dalam teknik menganalisis data penulis menggunakan metode 

deskriptif analisis. Yaitu semua data yang diperoleh dipaparkan 

dengan singkat dan jelas lalu dianalisis dengan menggunakan 

pemikiran dan pendapat dari para fuqaha’ dan fatwa DSN MUI No. 4 

Tahun 2000 tentang akad murābahah. 

                                                           
28

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Penanganan Praktek(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 

1986)h. 231 
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Untuk menganalisis hasil penelitian, maka dilakukan langkah – 

langkah: Pertama, Melakukan pengumpulan data/informasi atau 

catatan dari obyek yang diteliti melalui wawancara, dokumentasi dan 

observasi secara langsung. Kedua, pendekatan logika yang digunakan 

yakni pendekatan deduksi dimana menerapkan hal-hal umum dan 

dihubungkan dengan bagian yang khusus. Ketiga, Tahap akhir yaitu 

penarikan kesimpulan. Pada tahap ini peneliti membuat kesimpulan 

sementara yang mana peneliti harus mengecek kembali kesimpulan 

dan akan berusaha menarik kesimpulan berdasarkan data – data atau 

informasi  yang telah dikumpulkan. 

I. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dibuat untuk mendeskripsikan penelitian 

yang  diteliti dengan jelas dan mudah dipahami. Maka, penulis 

menggunakan sistematika pembahasan dalam penulisan sebagai berikut: 

 Bab I. Pendahuluan 

 Bab pendahuluan ini memuat tentang hal – hal mengenai latar belakang, 

identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan 

penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metose penelitian dan 

sistematika penulisan. 

Bab II . Murābahah dalam Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI NO. 4 

Tahun 2000 Tentang Murābahah  

Pada Bab II penulis  menguraikan landasan teori dari penelitian yang akan 

menjadi dasar dari penulisan. Dalam hal ini penulis akan mengemukakan 
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pengertian pembiayaan murābahah, dasar hukum, syarat dan rukun 

murābahah konsep murābahah dan karakteristik murābahah. 

Bab III. Gambaran Umum Praktik Penyelesaian Kedit Mace Dalam 

Pembiayaan Murābahah Pada Koperasi Bintang Anugerah, Kutisari, 

Tenggilis Mejoyo, Surabaya. 

Dalam bab ini berisi tentang sejarah berdirinya Koperasi Bintang 

Anugerah, visi dan misi Koperasi,  struktur organisasi serta produk – 

produk pembiayaan yang ditawarkan serta praktik penyelesaian kredit 

macet pada  Koperasi Bintang Anugerah, Kutisari, Tenggilis Mejoyo, 

Surabaya. 

Bab IV. Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No. 4 Tahun 2000 

Terhadap Penyelesaian Kredit Macet dalam Pembiayaan Murābahah Pada 

Koperasi Bintang Anugerah, Kutisari, Tenggilis Mejoyo, Surabaya.  

Dalam bab ini menguraikan inti dari penulisan dimana penulis akan 

melakukan analisis dari hukum Islam dan fatwa DSN MUI No. 4 Tahun 

2000 Terhadap penyelesaian kredit macet yang terjadi pada pembiayaan 

murābahah mengenai factor – factor adanya kredit macet. 

Bab V Penutup 

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penyusunan penulisan yang 

berisikan saran dan kesimpulan. 
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BAB II 

MURĀBAHAH DALAM HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN MUI NO. 4 

TAHUN 2000 TENTANG MURĀBAHAH 

A. Murābahah 

1. Definisi Murābahah 

Murābahah, secara etimologis berasal dari kata mashdar yang 

diartikan sebagai “keuntungan, laba, faedah”.  Sedangkan secara 

terminologis, murābahah jual beli barang dengan harga barang 

tersebut lalu ditambahkan keuntungan yang telah disepakati pembeli 

dan penjual. Murābahah berasal dari kata rubaha, yurabbihu, 

murabahatan yang dapat diartikan menguntungkan atau untung.
29

.  

Akad Murābahah  diartikan sebagai akad jual beli barang yang 

mana nantinya dengan adanya pernyataan perolehan harga dan 

keuntungan barang tersebut serta telah disepakati oleh penjual dan 

pembeli. Prinsip dari pembiayaan murābahah
 
 dapat dilakukan secara 

tunai maupun secara angsuran. Dimana murābahah
 
 adalah produk 

pembiayaan dari perbankan islam dalam pembiayaan barang dalam 

negeri ataupun luar negeri. Pembiayaan ini memiliki kemiripan dengan 

kredit yang diberikan untuk modal kerja dari bank konvensional 

karena itu jangka waktu pembiayaan dalam mengangsur tidak lebih 

                                                           
29

 Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Keuangan di Lembaga 

Keuangan Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) h. 108 
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dari satu tahun. Atas dasar cost-plus profit bank akan menaikkan harga 

barang untuk mendapatkan keuntungan.
30

  

Ba’i al-Murābahah merupakan jual beli barang dengan harga 

asal pembelian barang ditambahkan dengan keuntungan yang telah 

disepakati oleh pihak bank dan nasabah. Penjual akan menyebutkan 

harga asli barang kepada pembeli dan penjual mensyaratkan adanya 

laba dengan jumlah tertentu
31

 

Rujukan atau referensi secara langsung tentang jual beli 

murābahah tidak terdapat dalam Al-Qur’an maupun sunnah yang ada 

hanyalah pembahasan pada kitab-kitab fiqh, yaitu:
32

 

1. Imam Maliki dan Imam Syafi’I, menurut hukum jual beli itu sah 

2. Menurut al-Kaff, seorang kritikus kontemporer yang membahas 

tentang murābahah. Bahwa para fuqaha terkemuka mulai 

berpendapat pada awal abad ke- 2 Hijriyah. Dikarenakan tidak 

adanya acuan dalam Al-Qur’an dan hadist. Maka, ahli hukum 

membenarkan landasan lain dari murābahah.  

3. Imam Malik, mengacu validitasnya pada praktik penduduk 

madinah dimana dijelaskan penduduk madinah telah 

melaksanakan konsensus akan adanya legitimasi orang yang 

membeli pakaian pada sebuah toko dan membawa pakaian 

                                                           
30

 Andrian Sutedi, Perbankan Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 95-96 
31

 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Yogyakarta:Ekonisia)h. 63 
32

 Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, 1997, 3764 
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tersebut ke kota lain untuk diperjual belikan dengan adanya 

tambahan keuntungan yang telah disepakati bersama. 

4. Imam Syafi’I berpendapat, jika ada seseorang yang menunjukkan 

komoditi kepada seseorang dan ia berkata “belikan seseuatu 

untukku dan aku akan memberimu keuntungan sekian dan orang 

itu kemudian membelikan sesuatu itu untuknya. Maka, transaksi 

yang dilakukan adalah sah. 

Beberapa pendapat definisi ba’i al- murābahah menurut 

para ahli hukum Islam yaitu: 

1. ‘Abd ar-Rahman al-Jaziri, berpendapat bahwa ba’i al- 

murābahah didefinisikan sebagai adanya syarat-syarat 

tertentu untuk menjual barang dengan harga pokok beserta 

keuntungannya.
33

  

2. Wahbah az-Zuhaili, jual beli barang dengan harga pertama 

(pokok) beserta adanya tambahan keuntungan.
34

  

3. Ibn Qudamah, mendefinisikan ba’i al- murābahah sebagai 

jual beli dengan harga pokok ditambahkan keuntungan 

(margin).
35

 

4. Ibn Rusyd, berpendapat bahwa jual beli dimana penjual 

nantinya menjelaskan barang yang akan dibelinya dan 

                                                           
33

 Abd ar-Rahman al Jaziri, Kitab al-Fiqih’ala, al-Mazahib al-Arba’ah (Mesir: Maktabah 

Tijariyah Kubra t.t,1996)h.129 
34

 Ibid  
35

 Ibnu Qudamah, Al-Mughni (Mesir: Maktabah al-Qaahirah, 1978)h.162 
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penjual meminta suatu keuntungan (margin) kepada 

pembeli.
36

  

2. Dasar Hukum Murābahah 

a. Al-Qur’an  

1. Qs. al-Baqarah ayat 275: 

بَا مَْالرِِّ ُْال بيَ عَْوَحَرَّ ْاللََّّ  وَأحََلَّ

Artinya : “dan Allah telah menghalalkan jual beli 

dan mengharamkan riba” 

 

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa transaksi jual beli 

diperbolehkan dalam islam dan salah satu bentuk transaksi jual 

beli adalah pembiayaan Murābahah. Dimana jual beli dalam 

ayat ini dikatakan dengan jelas hukumnya halal dikarenakan 

adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan 

transaksi jual beli.
37

 

2. Qs. an-Nisa’ ayat 29: 

ْتكَُونَْ ْأنَ  ْبِال بَاطِلِْإلِاَّ نَكُم  ْبَي  وَالكَُم  يَاْأيَُّهَاْالَّذِينَْآمَنوُاْلَاْتأَ كُلوُاْأمَ 

ْ ْترََاض  ْرَحِيمًاْتجَِارَةًْعَن  َْكَانَْبِكُم  ْاللََّّ ْْۚإِنَّ ْْۚوَلَاْتقَ تلُوُاْأنَ فسَُكُم  مِن كُم   

 

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman! Janganlah 

kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil 

(tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas 

dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu 

membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyayang kepadamu” 

 

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah telah melarang 

segala transaksi yang dapat dikatakan bathil dalam artian 

                                                           
36

 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid (Kairo: Maktabah Syuruk Ad-

Dauliyah, 2004)h.234 
37

 Al-Hadi Rasm Utsmani Mushaf Terjemah Perkata Latin dan Kode Tajwid Latin, h.47 
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transaksi yang mengandung unsur riba. Sedangkan berbeda 

dengan Murābahah, dalam akad ini tidak ada ditemukannya 

unsur keterkaitan adanya bunga tetapi menggunakan margin. 

Ayat ini juga menjelaskan harus adanya suatu perjanjian yang 

menjelaskan hak dan kewajiban dari transaksi Murābahah. 
38

 

b. As-Sunnah  

Hadith riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah: 

لَْاللهِْصَلَّىْاللهُْعَليَ هِْ ْرَسُو  ْرضيْاللهْعنهْأنََّ ْال خُد رِي  ْسَعِي د  ْأبَِي  عَن 

ْ)رواهْالبيهقيْوابنْماجهْ ْترََاض  بَي عُْعَن  وَآلِهِْوَسَلَّمَْقَالَ:ْإنِِِّمَاْال 

 وصححهْابنْحبان(

Artinya: Dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW 

bersabda “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama 

suka”. (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah).
39

  

 

c. Ijma’ 

Dalam hal ini, telah adanya konsensus dari umat islam 

terkait keabsahan jual beli dimana manusia sebagai masyarakat 

yang membutuhkan apa yang dihasilkan dan dimiliki oleh orang 

lain. Jual beli salah satu jalan untuk mendapatkan yang sah dan 

mendapatkan kebutuhan hidupnya.
40

 

d. Kaidah Fiqh 

Kaidah fiqh yang dimaksud dalam pembiayaan murābahah yaitu: 

بِدلَِي لْ ا لأصَْ  بَاحَةُْإلِاَّْ ِ ْوَالْ  طِْفيِْال مُعَامَلاتَِْال حِلُّ لُْفيِْالشُّرُو   

                                                           
38

 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)h.106 
39

 Kitab Shahih Al-Jami’ no.2323 
40

 Muhammad, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 

1983)h. 23 
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Artinya: “Hukum asal dalam semua bentuk muamalah 

adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang 

mengharamkannya”
41

  

 

Dalam hal ini maksud yang ingin disampaikan bahwa setiap 

bermuamalah dan bertransaksi pada dasarnya diperbolehkan seperti 

jual beli, sewa-menyewa, gadai, kerja sama, perwakilan dan lain-

lain. Kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan 

adanya penipuan, riba, judi dan kemudharatan.
42

 

3. Syarat dan Rukun Murābahah 

1. Syarat Murābahah 

Pembiayaan Murābahah memiliki syarat – syarat yang 

akan menjadi pedoman dalam pembiayaan sekaligus sebagai 

identitas dalam suatu produk. Syarat-syarat pembiayaan 

Murābahah antara lain: 

a. Penjual akan memberi informasi terkait harga pokok kepada 

calon pembeli.
43

 Hal ini adalah logis, karena harga yang akan 

dibayar oleh pembeli kedua atau nasabah yang didasarkan pada 

modal si pembeli awal. 

b. Akad pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan. 

c. Akad harus bebas dari riba. 

d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat 

atas barang sesudah pembelian. 

                                                           
41

 Syaikh Muhammad, Mudzakkirah al-Fiqh (Kairo: Dar al-Ghad al-Jadid)h.185 
42

 A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-

Masalah yang Praktis (Jakarta: Kencana, 2006)h.130 
43

 Muhammad Ridwan, Konstruksi Bank Syariah di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka 

SM,2007)h.29 
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e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 

pembelian, misalnya pembelian dilakukan secara hutang. 

2. Rukun Murābahah 

Menurut madzhab Hanafi, Rukun jual beli adalah ijab dan 

qabul yang menunjukkan adanya pertukaran atau kegiatan saling 

memberi yang menempati kedudukan ijab dan qabul itu.
44

 

Menurut jumhur ulama rukun dalam jual beli yaitu: 

a. Penjual (Ba’i) 

Penjual (Ba’i) adalah pihak yang membiayai 

pembelian barang yang diperlukan oleh seseorang 

nasabah yang memohon pembiayaan dengan pembayaran 

yang ditangguhkan.
45

 Dimana dalam aplikasinya pihak 

bank membeli barang yang diperlukan oleh nasabah 

dengan atas nama bank itu sendiri. Walaupun dalam 

praktiknya biasanya menggunakan media akad wakalah 

dalam pembelian barang, dimana si nasabah yang 

membeli barang yang diinginkannya atas nama pihak 

bank. 

b. Pembeli (Mushtāri) 

                                                           
44

 Wiroso, Jual Beli Murābahah (Yogyakarta: UII Press, 2005)h. 16 
45

 Warkum Sumitro, Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (Jakarta: PT 

Grafindo Persada,1996)h.93 
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Pembeli dalam pembiayaan murābahah adalah 

seorang nasabah yang mengajukan permohonan 

pembiayaan kepada pihak bank.
46

 

c. Objek Jual Beli (Mābi’) 

Dalam hal ini, objek jual beli yang menjadi 

permohonan pembiayaan oleh nasabah terhadap barang 

yang sifatnya untuk pemenuhan kebutuhan produksi 

(konsumtif). Contohnya yakni rumah, tanah, mobil, motor 

dan sebagainya.
47

 

Objek jual beli entah itu benda atau barang tidak 

terlepas dari syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam 

hukum islam, yaitu: 

1) Suci, tidak sahnya objek jual beli yang termasuk 

kedalam kategori najis seperti terkena kotoran anjing, 

babi dan lain sebagainya. 

2) Manfaat menurut syara’, dalam hal ini ketentuan 

objek jual beli harus memiliki manfaat dan jika tidak 

ada manfaat yang diambil maka jual beli tidak 

diperbolehkan. 

3) Jangan ditaklikkan, apabila jual beli dikaitkan atau 

digabungkan dengan hal-hal lain. Contohnya: “jika 

                                                           
46

 Muhammad, Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah (Yogyakarta: UII Press, 

2009)h.58 
47

 M. Syafi’I Antonio, Apa dan Bagaimana Bank Islam (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992)h. 

25 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

28 

 

 

 

Kakakku selesai kuliah, akan Ku jual laptop ini 

kepadamu”. 

4) Tidak ada batasan waktu, contoh: “saya akan jual 

laptop ini, selama empat tahun kamu berkuliah”. 

Maka penjualan tersebut tidak sah, dalam hal ini jual 

beli nantinya penyebab kepemilikan yang tidak 

dibatasi oleh ketentuan syara’nya. 

5) Dapat dipindahtangankan/ diserahkan, dalam jual beli 

objek akad seharusnya beralih kepemilikannya dari 

penjual ke pembeli cepat atau lambatnya penyerahan 

tersebut tergantung pada tempat, jarak dan waktu 

kapan barang diserahkan. 

6) Kepemilikan individu, dalam hal ini tidak dihalalkan 

menjual barang milik orang lain tanpa sepengetahuan 

dari pemilik barang tersebut. 

7) Dapat dilihat, objek jual beli harus bisa diketahui 

spesifikasinya seperti banyaknya (kuantitas), warna, 

model, dll.
48

 

d. Harga (Tsaman) 

Dalam hal pembiayaan murābahah harga 

dianalogikan sebagai pricing atau plafond pembiayaan 

e. Ijab Qobul 

                                                           
48

 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2002)h. 71-72 
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Segala operasional bank mengacu pada hukum 

Islam, maka akad yang digunakan memiliki konsekuensi 

duniawi maupun ukhrawi. Dalam suatu akad pasti 

memuat adanya spesifikasi, kesediaan dalam pengadaan 

barang, harga pokok pembelian dan jumlah keuntungan 

yang ditawarkan kepada nasabah serta penentuan lam 

angsuran apabila terdapat kesepakatan murābahah. Syarat 

mengucapkan Ijab Qobul yaitu:
49

  

1) Penyebutannya harus jelas dan spesifik dengan siapa 

akad itu dilkakukan. 

2) Ijab dan qobul harus selaras spesifikasi dan harga 

yang disepakati kedua belah pihak. 

3) Tidak ada batasan waktu 

Dalam ijab qobul, harus ada pihak yang berakad. 

Dimana syarat pihak yang berakad yaitu: 

1)   Cakap Hukum, dimana jika seseorang telah cakap 

menurut hukum telah berusia 21 tahun ataupun telah 

menikah walaupun belum berusia 21 tahun. 

2)   Sukarela, pihak yang melakukan perjanjian jual beli 

harus didasarkan atas kehendaknya sendiri, bukan 

karena paksaan dari orang disekitarnya
50

 

4. Jenis Pembiayaan Murābahah 

                                                           
49

 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat, cet. Ke-1 (Jakarta: Kencana, 2010)h.70 
50

 Bagya Agung Prabowo, Aspek Hukum Pembiayaan Murābahah Pada Perbankan Syariah, 

(Yogyakarta: UII Press, 2012)h. 61 
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Wiroso membagi jenis pembiayaan murābahah menjadi dua 

bagian, yaitu: 

a. Murābahah dengan adanya pesanan, transaksi jual beli yang 

dilakukan apabila adanya pemesanan barang oleh nasabah 

sehingga barang disediakan saat adanya pemesanan tersebut. 

Pembiayaan jenis ini, terikat langsung dengan pesanan atau 

pembeli barang tersebut terkait pengaadaan barangnya.  

Murābahah dengan adanya pesanan dibedakan menjadi 2, 

sebagaimana berikut: 

a) Mengikat, apabila pesanan telah dipesan maka harus 

dilakukan pembelian. 

b) Tidak megikat, nasabah dapat membatalkan atau 

menerima barang yang telah ia pesan karena tidak 

terikatnya  proses pemesanan barang. 

Murābahah yang biasanya diaplikasikan di bank adalah 

yang berdasarkan pesanan dan dengan sifat yang mengikat serta 

dengan cara pembayaran yang ditangguhkan. 

Skema alur pembiayaan dengan adanya pesanan: 

Gambar 2.1  

Alur Pembiayaan dengan adanya pesanan51
 

                                                           
51
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b. Murābahah tanpa pesanan, adanya pesanan atau tidak dan ada 

yang beli atau tidak, tetap menyediakan barang dagangan. 

Pembiayaan ini tidak terikat langsung dengan ada atau tidaknya 

pesanan dari pembeli.  

Dengan kata lain, bank menyediakan barang persediaan 

yang akan diperjualbelikan tanpa memperhatikan adanya 

nasabah yang membeli atau tidak dan proses pengadaan barang 

dilakukan sebelum transaksi akad jual beli Murābahah 

disepakati.  

Pengadaan barang oleh pihak bank dapat dilakukan 

dengan berbagai cara, sebagai berikut: 

a. Pembelian barang yang telah jadi kepada 

produsen (prinsip murābahah) 

b. Pemesanan dengan pembayaran yang dibayar 

secara keseluruhan setelah akad (prinsip sālam) 

c. Pemesanan kepada pembuat barang dengan 

pembayaran didepan, pada masa pembuatan atau 

saat setelah barang diserahkan (istisna’) 

d. Barang-barang termasuk persediaan dari akad 

mudhārabah ataupun musyārakah. 
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Skema alur pembiayaan murābahah tanpa pesanan: 

Gambar 2.2 

Alur Pembiayan Tanpa Pesanan52
 

 

Tahapan penjelasan jenis pembiayaan murābahah tanpa 

pesanan adalah sebagai berikut:  

1. Adanya proses negosiasi antara pihak nasabah dan bank 

untuk menentukan tawar menawar dan syarat 

pembayaran. Dalam hal ini pihak bank harus 

memberitahu dengan jujur harga barang dengan 

kondisinya. 

2. Telah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak 

3. Tahap berikutnya bank akan menyerahkan barang yang 

telah disepakati untuk diperjualbelikan dengan syarat 

penyerahannya. 

4. Pihak bank melakukan penyerahan barang kepada 

nasabah dengan melakukan pembayaran barang secara 

tunai maupun penangguhan.  

                                                           
52
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Kedua jenis pembiayaan tersebut memiliki kelebihan dan 

kekurangan dimana pada murābahah dengan adanya pesanan 

menghindari kerugian dari pembeli karena pembeli harus membeli 

barang yang tersedia saja.
53

  

5. Ciri-Ciri Kontrak Murābahah 

1) Biaya-biaya terkait dan harga barang maupun laba harus 

ditetapkan dalam bentuk nominal serta si pembeli harus 

memiliki pengetahuan terkait hal tersebut. 

2) Barang yang dijual adalah barang komoditas yang mana harus 

bisa dibayar dengan uang. 

3) Si penjual harus memiliki barang yang diperjual-belikan dan 

mampu menyerahkan barang itu kepada si pembeli. 

4) Dapat ditangguhkan pembayarannya 
54

 

6. Skema Pembiayaan Murābahah 

Murābahah merupakan suatu akad yang mana digunakan 

untuk memfasilitasi nasabah untuk melakukan pembiayaan dalam hal 

melakukan pembelian barang untuk memenuhi kebutuhan yang tidak 

menyimpang dan bertententangan dengan prinsip syariah dan disetujui 

oleh bank. Skema aplikasi pembiayaan murābahah dapat digambarkan 

sebagai berikut:  

Gambar 2.3 

Skema ba’I al- Murābahah55
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 Abdul Ghafur, Tanya Jawab Perbankan Syariah, (Yogyakarta: UII Press, 2008)h. 28 
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Dari gambar diatas dapat dijelaskan adanya alur dari 

pembiayaan murābahah berikut ini: 

a. Negosiasi dan persyaratan, pada tahap ini pihak nasabah 

melakukan negosiasi dengan pihak bank yang berhubungan 

dengan spesifikasi barang yang akan dibeli, harga jual dan 

harga beli barang dengan jangka waktu pelunasan disertai 

dengan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi pihak 

nasabah sesuai dengan ketentuan dari pihak bank. 

b. Bank akan membeli produk yang disepakati kepada 

supplier yang telah dipercaya pihak bank. 

c. Setelah bank membeli barang sesuai dengan spesifikasi 

yang telah disepakati, maka pihak bank akan menjual 

baramg tersebut dan membuat akad jual beli dimana 

nantinya disertai dengan penandatanganan. Akad jual beli 

dijelaskan hal-hal yang berhubungan dengan jual beli dan 

rukun serta persyaratan yang harus dipenuhi. 

                                                                                                                                                               
55
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d. Setelah adanya akad jual beli yang telah disepakati antara 

nasabah dengan pihak bank maka supplier akan 

mengirimkan barang yang diinginkan ke alamat nasabah. 

e. Ketika barang telah sampai ke alamat nasabah, nasabah 

harus menandatangani surat tanda terima serta mengecek 

kembali berkas kelegkapan dokumen dari barang tersebut. 

f. Selanjutnya, nasabah akan membayar harga barang yang 

telah dibelinya kepada pihak bank dan pembayaran 

biasanya dilakukan secara angsuran dalam jangka waktu 

yang telah disepakati di akad jual beli.
56

  

 Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa, 

transaksi jual beli dalam pembiayaan Murābahah dapat 

dilaksanakan apabila akad jual beli telah ditandatangani dan 

disepakati pihak nasabah. 

7. Praktik Pembiayaan Murābahah dalam Perbankan Syariah 

Ibu Joko membutuhkan mesin cuci untuk kebuhan loudrynya 

pada tanggal 3 Februari 2020 dengan spesifikasi: Merk Phillips, 

memiliki kapasitas 8-9 Kg dengan ultraeco dan pengering dengan 

penghematan energy hingga 70%. 

Ibu Joko harus menyediakan uang sebesar Rp. 38.000.000,- 

untuk membeli mesin cuci secara tunai. Namun, Ibu Joko dikarenakan 

mesin cuci yang lama telah rusak dan pelanggan laundry berkurang 

                                                           
56
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sehingga mengalami kesulitan keuangan jika harus membeli secara 

tunai. Dalam, setiap bulannya Ibu Joko memiliki kemampuan sebesar 

Rp. 3.000.000,- untuk membeli mesin cuci tersebut. Untuk 

merealisasikan mesin cuci tersebut maka Ibu Joko mengajukan 

pembiayaan Murābahah dengan required rate of profit yang telah 

ditetapkan bank sebesar 20%. 
57

  

B. Murābahah dalam Hukum Islam 

Hukum islam merupakan istilah khas Indonesia, sebagai 

terjemahan dari al-fiqh al Islamy atau dalam keadaan konteks tertentu dari 

as-syariah al-Islamy. Istilah ini dalam wacana ahli hukum Barat disebut 

Islamic Law. Dalam al-Qur’an dan as-Sunnah, istilah al-hukm al-Islam 

tidak ditentukan. Namun, yang digunakan adalah kata syariat Islam yang 

kemudian dalam penjabarannya disebut istilah fiqh.
58

 Salah satu ruang 

lingkup hukum Islam yaitu muamalah yang berarti peraturan yang 

mengatur hubungan seseorang dengan orang lainnya dalam hal tukar 

menukar harta (jual beli) antaranya: dagang, pinjam-meminjam, sewa –

menyewa, kerjasama dagang, simpanan barang atau uang, penemuan, 

pengupahan, rampasan perang, utang-piutang, pungutan, warisan, wasiat, 

nafkah, barang titipan, pesanan dan lain-lain. 

Murābahah dalam hukum Islam dapat dilakukan secara tunai 

ataupun dicicil. Dimana jika tunai, pembayaran sesuai dengan harga 

                                                           
57

 Binti Nur Asiyah, Manajemen Pendidikan Bank Syariah, (Yogyakarta: Teras, 2014)h. 227-228 
58
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barang yang telah disepakati kedua belah pihak. Jika murābahah 

dilakukan secara dicicil, pembayarannya ditangguhkan dengan angsuran 

dan waktu yang telah disepakati.
59

 

Prinsip pokok pembiayaan Murābahah telah diatur pada Pasal 3 

PBI No. 9/19/PBI/2007 menegaskan bahwa prinsip syariah, sebagaimana 

dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat 1 dilakukan kegiatan penyaluran dana 

berupa pembiayaan dengan menggunakan Akad murābahah dengan 

persyaratan berikut ini: 

a. Bank bertindak sebagai penyedia dana dimana nantinya pihak bank 

akan membelikan barang terkait dengan transaksi murābahah 

kepada pihak pembeli barang. 

b. Objek jual beli barang harus diketahui kuantitas, spesifikasi, 

kualitas dan harga perolehan barang tersebut. 

c. Karakteristik produk pembiayaan atas dasar akad murābahah wajib 

dijelaskan kepada pihak nasabah serta hak dan kewajiban 

sebagaimana akad murābahah itu diatur dan telah menjadi 

ketentuan dari pihak bank. 

d. Analisa pembiayaan akad murābahah meliputi aspek perorangan 

berupa analisa karakter (character), aspek kapasitas usaha 

(Capacity), aspek keuangan (capital) dan aspek prospek dari usaha 

(condition). Dalam hal ini, pihak bank wajib melakukan analisis 

atas permohonan pembiayaan. 
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e. Barang yang telah disepakati spesifikasinya maka bank dapat 

membiayai sebagian atau keseluruhan dari harga pembelian 

barang. 

f. Bank wajib memiliki penyediaan dana agar dapat merealisasikan 

penyediaan barang yang dipesan oleh pihak nasabah. 

g. Adanya kesepakatan atas keuntungan (margin) yang ditentukan 

hanya satu kali pada awal pembiayaan atas dasar murābahah dan 

tidak akan berubah selama periode pembiayaan. 

Dalam menentukan margin keuntungan terdapat beberapa 

persyaratan untuk perhitungan margin keuntungan. dijelaskan oleh 

Adiwarman Karim bahwa margin keuntungan sama dengan 

plafond hanya bisa dihitung apabila komponen yang dibawah ini 

tersedia:  

a) Jenis pembiayaan margin keuntungan  

b) plafond Pembiayaan sesuai jenis   

c) jangka waktu pembiayaan  

d) tingkat margin keuntungan pembiayaan  

e) pola tagihan atau jatuh tempo tagihan (baik harga pokok 

maupun margin keuntungan). 
60

 

h. Atas dasar Akad pembiayaan murābahah pihak bank dan pihak 

nasabah wajib menuangkan kesepakatannya dalam bentuk 

perjanjian tertulis. 
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i. Jangka waktu pembayaran harga barang ditentukan dengan adanya 

kesepakatan antara pihak bank dan pihak nasabah.
61

  

Bank dapat meminta ganti rugi, kepada pihak nasabah atas 

pembatalan pesanan oleh pihak nasabah sebesar biaya riil  dan bank 

dapat memberikan potongan harga tanpa adanya perjanjian di awal.
62

 

Prinsip pokok pembiayaan murābahah yang termasuk standar 

minimal harus dipenuhi yakni: 

a) Jual beli murābahah adalah Jual beli suatu barang dari 

seseorang kepada pihak lain dengan aturan si penjual wajib 

memberitahu kepada  si pembeli terkait harga pokok barang 

dan margin yang disertakan dengan harga jual barang. 

b) Bukan dokumen kredit yang harus diperjual-belikan karna 

barang harus bersifat nyata. 

c) Dikarenakan termasuk jual beli, maka objek jual beli harus 

berwujud dan dimiliki si penjual sebelum dijual kepada si 

pembeli 

d) Jual beli murābahah memerlukan adanya penawaran harga 

dan pernyataan ijab dan qobul dengan kesepakatan kepastian 

harga dan tempat penyerahan barang serta tangga 

pembayaran yang telah disepakati. 
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e) Transaksi Murābahah, penunjukan supplier atas nama bank 

dan harus merupakan transaksi yang independen dicatat dan 

didokumentasikan secara terpisah. 

f) Penerbitan invoice atas nama bank  

g) Harga jual yang telah ditetapkan tidak dapat dirubah, bila 

transaksi jual beli telah disepakati kedua belah pihak. 

h) Klausal perjanjian dapat ditambahkan jika terdapat adanya 

keterlambatan pembayaran maka nasabah diharuskan 

membayar denda yang dihitung dengan persentase per hari 

atau per tahun. 

i) Pihak bank dapat meminta pengadilan untuk mengambil 

asset agunan yang telah ditetapkan pengadilan sesuai dengan 

kewenanangannya. Agunan dapat dijual tetapi tanpa 

intervensi dari pengadilan secara langsung. 

j) Pihak nasabah akan diminta memberikan jaminan dalam 

bentuk asset dll 

k) Barang yang telah dijual dalam kontrak murābahah tidak 

dapat di roll over karena telah menjadi hak dari nasabah. 

l) Dilarangnya perjanjian buy-back, dikarenakan barang yang 

telah dimiliki pihak nasabah tidak dapat menjadi objek 

transaksi kepada bank yang membiayai. 

m) Bukti utang tidak dapat dipindahtangankan.
63
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C. Murābahah berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 4 Tahun 2000  

Fatwa DSN MUI No. 4 Tahun 2000 diharapkan bank syariah 

maupun lembaga keuangan syariah dapat menjalankan kesepakatan jual 

beli dengan prinsip syariah dengan baik dan benar tanpa adanya suatu 

kecacatan. Hari Sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H/1 April 2020 telah 

ditetapkan Fatwa DSN MUI Tahun 2000 tentang Murābahah. ketentuan 

itu sebagaimana berikut: 

 

FATWA 

DEWAN SYARI’AH NASIONAL NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 

Tentang 

MURĀBAHAH 

 

Menetapkan : Fatwa tentang Murābahah 

Pertama : Ketentuan Umum Murābahah dalam Bank 

Syari’ah 

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad 

Murābahah yang bebas riba. 

2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan 

oleh syari’ah Islam 
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3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga 

pembelian barang yang telah disepakati 

kualifikasinya 

4. Bank membelikan barang yang diperlukan 

nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian 

ini harus sah dan bebas riba  

5. Bank harus menyampaikan semua hal yang 

berkaitan dengan pembelian, misalnya jika 

pembelian dilakukan secara hutang  

6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada 

nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai 

harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini 

bank harus memberi tau secara jujur harga 

pokok barang kepada nasabah berikut biaya 

yang diperlukan. 

7. Nasabah membayar harga barang yang telah 

disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu 

yang telah disepakati. 

8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan 

atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat 

mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah. 

9. Jika ada bank hendak mewakilkan kepada 

nasabah untuk membeli barang dari pihak 
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ketiga, akad jual beli Murābahah harus 

dilakukan setelah barang, secara prinsip 

menjadi milik bank.  

Kedua : Ketentuan Murābahah 

kepada Nasabah: 

1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji 

pembelian suatu barang atau aset kepada 

bank. 

2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia 

harus membeli terlebih dahulu aset yang 

dipesannya secara sah dengan pedagang. 

3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut 

kepada nasabah dan nasabah harus menerima 

(membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah 

disepakatinya, karena secara hukum janji 

tersebut mengikat; kemudian kedua belah 

pihak harus membuat kontrak jual beli. 

4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta 

nasabah untuk membayar uang muka saat 

menandatangani kesepakatan awal 

pemesanan. 

5. Jika nasabah kemudian menolak membeli 

barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

44 

 

 

 

dari uang muka tersebut. 

6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian 

yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat 

meminta kembali sisa kerugiannya kepada 

nasabah. 

7. Jika uang muka memakai kontrak ‘urbun 

sebagai alternatif dari uang muka, maka 

a. jika nasabah memutuskan untuk membeli 

barang tersebut, ia tinggal membayar sisa 

harga. 

b. jika nasabah batal membeli, uang muka 

menjadi milik bank maksimal sebesar 

kerugian yang ditanggung oleh bank akibat 

pembatalan tersebut; dan jika uang muka 

tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi 

kekurangannya. 

Ketiga : Jaminan dalam 

Murābahah: 

1. Jaminan dalam Murābahah dibolehkan, agar 

nasabah serius dengan pesanannya. 

2. Bank dapat meminta nasabah untuk 

menyediakan jaminan yang dapat dipegang. 

Keempat : Utang dalam Murābahah: 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

45 

 

 

 

1. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah 

dalam transaksi Murābahah tidak ada 

kaitannya dengan transaksi lain yang 

dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas 

barang tersebut. Jika nasabah menjual 

kembali barang tersebut dengan keuntungan 

atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk 

menyelesaikan utangnya kepada bank. 

2. Jika nasabah menjual barang tersebut 

sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak 

wajib segera melunasi seluruh angsurannya. 

3.  Jika penjualan barang tersebut 

menyebabkan kerugian, nasabah tetap 

harus menyelesaikan utangnya sesuai 

kesepakatan awal. Ia tidak boleh 

memperlambat pembayaran angsuran atau 

meminta kerugian itu diperhitungkan. 

Kelima : Penundaan Pembayaran 

dalam Murābahah: 

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak 

dibenarkan menunda penyelesaian 

utangnya. 

2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran 
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dengan sengaja, atau jika salah satu pihak 

tidak menunaikan kewajibannya, maka 

penyelesaiannya dilakukan melalui Badan 

Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai 

kesepakatan melalui musyawarah. 

Keenam : Bangkrut dalam 

Murābahah: 

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan 

gagal menyelesaikan utangnya, bank 

harus menunda tagihan utang sampai ia 

menjadi sanggup kembali, atau 

berdasarkan kesepakatan. 

Murābahah menurut Dewan Syariah Nasional yang 

dijelaskan pada Kitab Fatwa MUI dengan Nomor 4 menjelaskan 

bahwa menjual barang dengan memberi informasi harga belinya 

kepada pembeli dan nantinya pembeli akan membeli dengan 

harga yang dilebihkan sebagai laba yang telah disepakati kedua 

belah pihak.  
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BAB III 

GAMBARAN UMUM  MEKANISME PENYELESAIAN KREDIT MACET 

DALAM PEMBIAYAAN MURĀBAHAH PADA KOPERASI BINTANG 

ANUGERAH, KUTISARI, TENGGILIS MEJOYO, SURABAYA 

 

A. Sejarah Berdirinya Koperasi Bintang Anugerah 

1. Profil Koperasi Bintang Anugerah 

Koperasi Bintang Anugerah sebagai suatu wadah 

pemberdayaan perekonomian masyarakat yang beranggotakan orang-

orang atau suatu badan hukum dengan tujuan bersama untuk 

mensejahterakan masyarakat dan keluarga sekitar desa Kutisari Kec. 

Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya.  

Dalam hal pembangunan koperasi ini, didasarkan pada 

ketidakpercayaan masyarakat dengan adanya beberapa koperasi yang 

telah berdiri dan melalui koperasi ini diharapkan masyarakat sekitar 

dapat memperoleh manfaat yang lebih besar dalam hal 

mensejahterakan keluarga serta memenuhi kebutuhan hidup sehari-

hari. 

Berawal dari adanya inisiatif atas keprihatinan Bapak Sugiyo 

Sumarto dimana banyaknya lembaga koperasi serba usaha dan simpan 

pinjam yang sistem angsurannya mencantumkan adanya bunga setelah 

pembiayaan. Bunga inilah menjadi titik rawan adanya riba pada 

pembiayaan dan dalam hal ini banyak anggota koperasi yang merasa 
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tercekik dengan adanya bunga tersebut. Maka, didirikannya Koperasi 

Bintang Anugerah untuk meringankan dan memberdayakan ekonomi 

masyarakat tanpa adanya riba dengan prinsip syariah. 

Koperasi Bintang Anugerah didirikan pada tanggal 28 Juni 

1999. Pengurus dan anggota dari Koperasi ini, adalah warga 

masyarakat Desa Kutisari, Kec. Tenggilis Mejoyo, Kab. Surabaya, 

Prov. Jawa Timur. Koperasi Bintang Anugerah bergerak dibidang 

pelayanan dan pertumbuhan ekonomi berbasis syariah bagi anggota 

dan masyarakat sekitar desa Kutisari dan sekitarnya. 

Koperasi Bintang Anugerah secara hukum pada tahun 1999  

dengan nomor pengesahan badan hukum Nomor: 

180/BH/KDK.13.30/VII/1999 maka dapat dilihat Koperasi Bintang 

Anugerah telah memasuki usia 21 tahun sejak berdirinya koperasi 

ini.
64

 

Untuk menjaga adanya kelangsungan hidup suatu usaha yang 

telah didirikan. Maka, suatu lembaga pasti memiliki tujuan yang ingin 

dicapai. Tujuan dari Koperasi Bintang Anugerah untuk masyarakat 

Desa Kutisari Khususnya dan Masyarakat sekitar umumnya yaitu: 

1) Menjembatani dana dari pemilik modal agar dikelola secara 

produktif 

2) Membangun dan mengembangkan sistem ekonomi yang sesuai 

dengan syariah  

                                                           
64

 Berkas Dokumen Koperasi Bintang Anugerah 
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3) Menciptakan adanya lapangan kerja dengan sistem ekonomi 

yang efisien. 

4) Mengembangkan usaha bagi anggota maupun non anggota 

yang berbasis syariah 

5) Meningkatkan adanya peran serta masyarakat dalam hal 

menjalankan peran koperasi khususnya yang berprinsip 

syariah.
65

 

Menurut UU No. 25 Tahun 1992, tujuan koperasi adalah 

memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat 

pada umumnya serta turut serta membangun tatanan perekonomian 

nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang makmur, adil 

dan maju.
66

 

Selain memiliki tujuan pastinya Koperasi Bintang Anugerah 

memiliki sasaran yang diupayakan berguna untuk meningkatkan 

proses perekonomian desa. Sasaran yang disusun pihak Koperasi 

Bintang Anugerah yaitu: 

1) Adanya peningkatan kesejahteraan ekonomi anggota dan 

masyarakat sekitar. 

2) Adanya pemahaman bagi anggota dan masyarakat terkait 

adanya koperasi yang berbasis syariah
67

 

Kutisari merupakan desa yang mayoritas penduduknya bekerja 

sebagai buruh pabrik. Para buruh pabrik ini hanya mengandalkan 

                                                           
65

 Brosur Koperasi Bintang Anugerah 
66

 Undang-Undang  No. 25 Tahun 1992 Tentang Pengkoperasian 
67

 Ibid 
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pemasukan setiap bulannya, dengan adanya Koperasi Bintang 

Anugerah diharapkan masyarakat desa Kutisari dapat menabung untuk 

kelangsungan hidupnya serta melakukan pembiayaan jika dibutuhkan 

untuk usahanya sendiri. 

Dalam Koperasi Bintang Anugerah terdapat hanya 23 anggota 

lalu pada tahun 2020 bertambah menjadi 314 Anggota. Dan 

diharapkan jumlah ini akan terus bertambah seiring berkembangnya 

zaman dan kesadaran masyarakat tentang koperasi syariah untuk 

mensejahterakan keluarga dan meningkatkan taraf hidup 

masyarakat.
68

 

2. Struktur Organisasi  

Gambar 3.1 

Struktur Organisasi  

Koperasi  “Bintang Anugerah” 

Surabaya 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
68

 Ibid Pada Tanggal 13 April 2020 

Rapat Anggota 

Tahunan 

Dewan Pengawas 

Syariah 

1) H. Mustar 

2) Supriyo 

 

Pengurus  

Ketua 

Soegiyo Sumarto 
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Rapat Anggota Tahunan merupakan wadah bagi para pengurus 

koperasi untuk melakukan pelaporan terhadap para anggota mengenai 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama satu tahun berlalu. Dalam hal 

ini, secara bersama menelaah rancangan kerja selama satu tahun dan 

mengevaluasi kinerja untuk meningkatkan kemajuan usaha koperasi. 

Pemegang kekuasaan tertinggi pada koperasi ialah rapat anggota tahunan, 

yang mana anggota bebas mengutarakan pendapat, memberikan usulan 

dan saran demi kemajuan koperasi.  

Dalam rapat anggota tahunan , beberapa hal ditetapkan untuk 

rancangan kinerja koperasi selama satu tahun yaitu: 

1. Anggaran dasar koperasi 

2. Kebijakan yang sifatnya umum dibidang keorganisasian 

dan manajemen 

3. Pengangkatan atau pemberhentian pengurus dan 

pengawas 

Bagian 

Administrasi  

Bendahara 

1) Hj. Nurhajati 

2) Ai Rochimah 

Sekretaris 

1. Wiwik H 

2. Rini Imsiati 

 

Unit Maal 

Suharti 

Unit Perdagangan 

Elly Hardaneli 

Unit Simpan Pinjam 

Sri Utami 
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4. Rencana kerja selama satu tahun 

5. Anggaran pendapatan dan anggaran belanja serta 

pengesahan laporan keuangan koperasi 

6. Pengesahan laporan pertanggungjawaban pengurus 

koperasi 

7. Pembagian sisa hasil usaha (SHU) kepada anggota 

koperasi 

Rapat anggota tahunan diadakan satu tahun sekali, tetapi 

jika diperlukan adanya keputusan demi kepentingan bersama maka 

bisa dilakukan rapat anggota luar biasa yang mana dengan alasan 

utama adanya kegiatan yang dilakukan pengurus koperasi telah 

bertentangan dengan tujuan koperasi. 

Job Description: 

a. Pengurus (Ketua) 

Tugasnya: 

1. Bertanggung  jawab terhadap alur masuk keluarnya 

kegiatan yang dilakukan Koperasi Syariah Usaha 

“Bintang Anugerah” 

2. Menyusun staretegi-strategi praktis yang dapat 

memajukan koperasi 

3. Membuat kebutuhan-kebutuhan dalam rangka simpan 

pinjam yang dilakukan anggota koperasi 

4. Menyelenggarakan adanya rapat anggota tahunan 
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b. Pengawas 

Tugasnya: 

1. Melakukan pengawasan terhadap keseluruhan 

pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan dalam 

koperasi 

2. Mengecek dan memeriksa keseluruhan transaksi yang 

terjadi di masing-masing unit pembiayaan  

3. Melakukan seleksi aktif dalam pengajuan pembiayaan 

oleh anggota atau calon anggota  

4. Membuat laporan secara tertulis terkait hasil 

pengawasan 

c. Sekretaris 

Tugasnya: 

1. Melayani anggota dan calon anggota dalam 

melakukan setiap transaksi pembiayaan 

2. Mengecek buku transaksi masuk dan keluar dari 

anggota dan calon anggota  

3. Menerima setoran ber-Rangkap dua 

d. Bendahara 

Tugasnya: 

1. Melakukan kliring ke Bank terkait 

2. Menghitung masuk dan keluarnya uang serta 

mengecek keaslian uang dengan alat UV 
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e. Unit Simpan Pinjam, menghimpun dana transaksi 

pembiayaan simpan pinjam 

f. Unit Perdagangan, menghimpun dana transaksi 

pembiayaan perdagangan 

g. Unit Maal, menghimpun dan menyalurkan dana Infaq, 

Zakat dan Shodaqoh
69

 

3. Sumber Dana 

 Dalam hal ini sumber dana yang didapat pihak Koperasi Syariah 

Usaha “ Bintang Anugerah” meliputi: 

a. Modal Koperasi Sendiri 

b. Simpanan Pokok Anggota  

Sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada 

pengurus koperasi. Simpanan ini berlaku saat ia menjadi 

anggota dan tidak dapat diambil sewaktu-waktu. Nominal besar 

simpanan pokok telah diatur dan ditetapkan dalam anggara 

dasar yakni sebesar Rp 50.000,- per anggota. 

c. Simpanan Wajib Anggota 

Sejumlah uang yang dibayarkan oleh anggota koperasi 

setiap bulannya  

d. Simpanan Sukarela Anggota 

Simpanan yang serupa dengan tabungan dengan jumlah dan 

waktu simpanan yang tidak ditentukan 

                                                           
69

Rini Imsiati, Sekretaris, Hasil Wawancara, Koperasi Bintang Anugerah, Pada Tanggal 15 April 

2020 
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e. Dana Cadangan 

Dana sisa hasil usaha anggota yang tidak dibagikan ke 

anggota namun digunakan untuk menambah modal koperasi 

f. Modal Pinjaman 

Modal yang dilakukan peminjaman oleh pengurus koperasi 

dari pihak lain seperti bank, atau lembaga penyalur zakat 

lainnya. 

g. Dana Hibah atau Donasi  

Dana yang dihimpun pihak koperasi dari anggota koperasi 

atau non anggota untuk disalurkan kepada orang yang 

membutuhkan
70

 

4. Produk Pelayanan Simpanan dan Pembiayaan 

a. Produk Pelayanan Simpanan (funding) 

Koperasi “Bintang Anugerah” memiliki produk pelayanan 

penyimpanan dana menggunakan akad wadi’ah, yang 

memberikan adanya bonus kepada anggota koperasi. 

Penerapan prinsip wadi’ah dalam Koperasi “Bintang 

Anugerah” ada dua yakni: 

1) Wadi’ah yad dhāmanah, dalam hal ini pihak koperasi 

bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga 

pihak koperasi boleh memanfaatkan harta titipan 

tersebut. 
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Nurhajati, Bendahara, Hasil Wawancara, Koperasi Bintang Anugerah, Pada Tanggal 15 April 

2020 
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2) Wadi’ah amānah, dimana harta titipan ini tidak boleh 

dimanfaatkan oleh pihak koperasi. 

Produk Simpanan lainnya yakni: 

1) Simpanan Pokok 

2) Simpanan Wajib 

3) Simpanan Sukarela 

b. Produk Pelayanan Pembiayaan (financing) 

1) Murābahah 

Bentuk pelayanan pembiayaan murābahah 

bertujuan untuk pembiayaan dalam hal pembelian laptop, 

hp, barang elektronik lainnya dan kendaraan bermotor 

ataupun barang –barang lainnya. Pembiayaan ini 

mengusung prinsip jual beli syariah dimana barang yang 

dijual ditambah margin/keuntungan yang disepakati antara 

penjual dalam hal ini pihak koperasi dan pembeli pihak 

anggota dengan jangka waktu pembiayaan 12 bulan 

2) Modal Usaha “Mudhārabah” 

Pelayanan pembiayaan ini didasarkan pada modal 

usaha yang diperuntukkan bagi anggota yang ingin 

memulai usahanya dengan meminjam modal dari pihak 

koperasi serta nantinya pihak koperasi berhak melakukan 

pengawasan terhadap usahanya dan pembagian hasil usaha 

disesuaikan dengan nisbah yang telah disepakati. 
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3) Kerjasama Usaha “Musyārakah” 

Dalam hal ini pelayanan kerjasama usaha, dimana 

nantinya kedua belah pihak telah bersepakat untuk 

memberikan kontribusi terhadap usaha yang akan 

dikerjasamakan. Kontribusi usaha yang diberikan nantinya 

mempengaruhi bagi hasil yang diterima dengan 

perhitungan bagi hasil berdasarkan pendapatan bersih atau 

kotor yang diperoleh dari setiap periode usaha dan 

disesuaikan dengan nisbah yang telah disepakati bersama. 

4) Sewa Menyewa “Ijārah” 

Pembiayaan ini berupa barang atau jasa dengan 

prinsip sewa menyewa. Misalnya: menyewa ruko untuk 

berdagang dan lainnya. Keuntungan nantinya berdasarkan 

kesepakatan bersama dan diberikan berupa ujroh (upah). 

5) Qarḍhul Ḥasan 

Pelayanan pembiayaan qarḍhul ḥasan mempunyai 

tujuan sosial dengan tidak adanya tambahan bagi hasil 

ataupun ujroh. Dalam hal ini, pembiayaan diperuntukkan 

langsung dengan kriteria asnaf (kurang mampu).
71

 

5.  Penetapan Margin di Koperasi Bintang Anugerah Surabaya 

Koperasi melakukan penetapan margin/keuntungan dari 

harga jual sejumlah tertentu dengan mempertimbangkan 
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 Ibid 
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keuntungan yang diambil, biaya-biaya yang ditanggung termasuk 

antisipasi timbulnya kemacetan dan jangka waktu pengembalian. 

Pada penentuan margin pada dasarnya bersifat pasti sesuai dengan 

jangka waktu pembayaran. Nasabah penerima pembiayaan 

mengetahui dengan jelas berapa porsi yang menjadi haknya dalam 

bagi hasil. 

Koperasi ini menggunakan metode flat. Dimana jumlah 

angsuran pokok dan margin keuntungan setiap bulannya sama 

besar. Margin keuntungan di koperasi ini dinyatakan dalam bentuk 

prosentase (%). Besaran prosentase tersebut ditentukan 

berdasarkan rekomendasi, usul, dan saran dari pihak atasan, seperti 

dewan komisaris, DPS, dan lain sebagainya.  

B. Mekanisme Penyelesaian Kredit Macet Pada Pembiayaan Murābahah 

di Koperasi Bintang Anugerah 

Mekanisme pembiayaan dengan akad di Koperasi Bintang 

Anugerah  lebih sering menggunakan akad murābahah yang nantinya 

pihak Koperasi akan melakukan pembelian barang yang sesuai keinginan 

nasabah ke supplier (pihak ketiga).
72

 Koperasi Bintang Anugerah memiliki 

mekanisme pembiayaan murābahah sebagai berikut ini: 

1. Anggota Koperasi maupun calon anggota yang akan 

mengajukan pembiayaan murābahah datang ke Koperasi 

Bintang Anugerah, Kutisari. 
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 Ibid 
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2. Setalah mengajukan pembiayaan anggota koperasi mengisi 

permohonan pembiayaan. 

3. Anggota koperasi mengumpulkan berkas, meliputi: 

a. Foto copy Kartu Keluarga 

b. Foto copy KTP  

c. Jika anggota baru maka harus membuka buku 

tabungan baru 

d. Foto copy jaminan yang disertakan dalam 

pembiayaan  

e. Laporan keuangan anggota koperasi yang 

mengajukan pembiayaan 

4. Kemudian pengurus koperasi mengajukan ke pimpinan untuk 

mendapatkan persetujuan pembiayaan, jika pimpinan 

menyetujui pembiayaan tersebut maka, anggota koperasi 

yang melakukan pembiayaan dihubungi untuk datang ke 

koperasi. 

5. Perjanjian akad Murābahah ditandatangani oleh anggota 

koperasi yang mengajukan pembiayaan 

6. Selanjutnya anggota koperasi akan direalisasikan pembiayaan 

yang diajukan 
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Setelah persyaratan dipenuhi, adapun proses pelaksanaan 

pembiayaan Murābahah di Koperasi Bintang Anugerah , sebagaimana 

berikut:
73

  

1) Proses terjadinya Akad 

Pada akad Murābahah pihak koperasi menentukan 

harga beli dan harga jual. Dimana harga beli adalah biaya yang 

digunakan untuk membeli barang dengan biaya-biaya yang 

terkait sedangkan harga jual adalah harga beli yang terdapat 

penambahan dengan sejumlah margin keuntungan yang telah 

disepakati oleh kedua belah pihak pada proses terjadinya akad. 

Pada proses ini juga anggota yang melakukan pembiayaan 

harus memberikan barang jaminan kepada pihak koperasi. 

Sedangkan dalam hal penentuan margin keuntungan 

pihak koperasi telah menentukan prosentasenya yang nantinya 

disesuaikan dengan jumlah pinjaman dan jangka waktu 

peminjaman. 

2) Pembiayaan dicairkan  

Setelah adanya proses akad dan terjadi kesepakatan antara 

kedua belah pihak dengan adanya penandatanganan akad 

murābahah, maka pihak pengurus  dapat mencairkan pinjaman 

melalui buku tabungan anggota. 

3) Proses Pembelian Barang 

                                                           
73

 Ibid, Pada Tanggal 17 April 2020 
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Pihak koperasi akan membelikan barang sesuai keinginan pada 

akad awal kepada supplier dengan dana pinjaman yang telah 

dicairkan melalui buku tabungan anggota. 

4) Angsuran Pembayaran 

Angsuran pembayaran dilakukan setelah barang yang telah 

sesuai spesifikasi pada akad awal diterima. Dalam hal ini, 

anggota berkewajiban untuk membayar margin kepada pihak 

Koperasi Bintang Anugerah secara mengangsur selama jangka 

waktu yang telah disepakati pada proses akad awal. 

Pembayaran angsuran dilakukan saat pertemuan setiap 

bulannya pada tanggal yang sama dengan tanggal pencairan 

pembiayaannya.
74

 

Dengan adanya Pembiayaan yang dilakukan oleh pihak koperasi 

Bintang Anugerah tidak menutup kemungkinan pasti akan terjadi adanya 

kredit macet yang dalam hal ini perlu dijelaskan mekanisme penyelesaian 

jika terjadi kredit macet pada koperasi Bintang Anugerah. Adapun 

penyelesaian dibagi menjadi 2 yakni:  

1. Penyelesaian dilakukan secara Internal  

2. Penyelesaian dilakukan secara Eksternal 

Kedua penyelesaian ini memiliki perbedaan dan persamaan yang 

mendasar yang mana pada realita operasional pembiayaannyapun berbeda. 

                                                           
74
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Penyelesaian dilakukan secara Internal, Jenis penyelesaian ini 

dilakukan hanya dengan orang dalam yang telah dibentuk dari Koperasi 

Bintang Anugerah dimana nantinya dibentuk tim khusus untuk menangani 

permasalahan tersebut. Dalam sistem hukum penyelesaian ini disebut 

dengan penyelesaian non litigasi atau diluar pengadilan, dimana bisa 

disebut Alternative Dispute Resolution (ADR) dikarenakan penyelesaian 

ini dilakukan diluar pengadilan dan melalui prosedur yang telah disepakati 

kedua belah pihak (self-governing system), penyelesaian ini memiliki 

keunggulan dan efektifitas dibandingkan dengan proses penyelesaian 

melalui ajudiksi dimana penyelesaiannya menggunakan biaya yang murah 

dengan proses yang lebih cepat dan dapat diterima kedua belah pihak 

dengan kesepakatan yang dihasilkan karena kedua belah pihak bisa 

mengatur cara dan waktu penyelesaiannya.
75

  

Proses penyelesaian secara internal biasanya dilakukan dengan 

adanya reschedule 

Salah satu pendapat pemikir hukum membuat pernyataan bahwa 

adanya beberapa tujuan pada penyelesaian secara non litigasi, yakni:  

1. Berkurangnya penanganan kasus di pengadilan dikarenakan 

jika di pengadilan telah banyak kasus yang diajukan sehingga 

memerlukan proses yang berkepanjangan dan menggunakan 

biaya tinggi sehingga memberatkan para pihak serta hasil yang 

kurang ada kepuasan dari kedua belah pihak. 

                                                           
75

Mustar, Dewan Pengawas Syariah, Hasil Wawancara, Koperasi Bintang Anugerah, Pada Tanggal 

24 April 2020 
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2. Pada proses non litigasi, dapat menciptakan proses 

penyelesaian sengketa dengan terti dan kekeluargaan. 

3. Adanya akses ke pengadilan yang lancar serta luas. 

4. Menunjukkan kesempatan tercapainya hasil penyelesaian 

sengketa yang dapat memuaskan dan diterima oleh kedua belah 

pihak yang bersengketa.
76

 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dari data yang ada, 

penyelesaian kredit macet dalam pembiayaan  Murābahah terdapat upaya-

upaya yang dilakukan pihak Koperasi Bintang Anugerah sebagai 

pencegahan agar pembayaran angsuran dapat lancar sesuai waktu yang 

ditentukan. Upaya-upaya yang dilakukan pihak Koperasi agar tidak terjadi 

adanya pembiayaan yang macet, maka Koperasi menentukan langkah 

dalam proses penyelesaian secara non litigasi, yaitu: 

1. Pernyataan dari Anggota sebagai debitur. 

Dalam hal ini, pihak koperasi menanyakan beberapa 

pertanyaan yang menjurus kepada akad pembiayaan yang telah 

disepakati dan hasil pernyataan akan dicocokkan dengan slip 

atau berkas yang telah ditandatangani. Pencocokan pernyataan 

dengan berkas bertujuan untuk mengingatkan kembali anggota 

terhadap pembiayaan yang telah disepakati di awal. 

2. Pengecekan Berkas oleh Pengurus 

                                                           
76

 Supriyadi, “Desain Penyelesaian Kredit Macet dalam Pembiayaan Murābahah  di BMT Bina 
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Pengecekan berkas ini bertujuan untuk mengetahui akad 

pembiayaan yang dilakukan oleh pihak Koperasi dengan pihak 

penerima pembiayaan yang diajukan. Dengan adaya 

pengecekan ini, dapat terlihat para pihak yang terlibat pada 

pembiayaan sehingga dapat mempermudah dan memperjelas 

dalam proses penyelesaian sengketa. 

3. Pendekatan secara persuasif 

Pendekatan ini dilakukan dalam menyelesaian kredit macet 

dimana nantinya pihak anggota akan mengutarakan 

komitmennya dalam penyelesaikan permasalahan pembiayaan 

yang telah diterimanya. Jikalau pihak anggota telah 

berkomitmen akan menyelesaikan pembiayaan tersebut maka 

pihak anggota harus membuat perjanjian dengan pihak 

Koperasi tentang jangka waktu pembayaran. Yang mana, 

nantinya perjanjian ini akan dilakukan reschedule atau 

penjadwalan ulang proses angsuran dari anggota sesuai dengan 

kesepakatan diawal perjanjian. Proses reschedule termasuk 

salah satu proses penyelesaian pembiayaan yang mengalami 

kredit macet.
77

 

Pada Pasal 1338 KUHPerdata yang menjelaskan bahwa jika 

adanya perjanjian para pihak dan terjadi perselisihan maka akta 
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perjanjianlah yang akan menjadi dasar penyelesaiannya.
78

 Menurut 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 proses ini telah sesuai, 

dikarenakan adanya pilihan dalam penyelesaian sengketa dengan 

proses damai dan dapat ditempuh oleh kedua belah pihak untuk 

menyelesaikan adanya perbedaan pendapat dalam perdata serta 

adanya sengketa.
79

 

Penyelesaian dilakukan secara eksternal, sebagai upaya 

adanya kredit macet agar tidak ber larut-larut dan cepat prosesnya 

serta pihak Koperasi tidak dirugikan banyak. Maka, digunakan 

pihak ketiga dalam penyelesaian ini dimana langsung diselesaikan 

oleh Pengacara yang telah ditunjuk oleh pihak koperasi untuk 

mengurus permasalahan yang ada pada koperasi Bintang Anugerah 

yang juga telah ahli dibidangnya dalam menangani permasalahan 

berhubungan dengan syariah.  

Langkah-langkah yang diambil pihak Koperasi Bintang 

Anugerah, sebagai berikut: 

1. Pemetaan Wilayah 

Pemetaan wilayah untuk penyelesaian kredit macet 

dalam pembiayaan Murābahah dilakukan berdasarkan 

kantor Koperasi Bintang Anugerah berdiri yakni pada 

Kutisari, Tenggilis Mejoyo, Surabaya.  

2. Mempersiapkan Berkas  

                                                           
78

 Pasal 1338 KUHPer Tentang Akibat Suatu Perjanjian 
79

 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa 
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Berkas yang akan disertakan dalam penyelesaian 

sengketa berupa akad perjanjian awal, jumlah 

pembiayaan yang diterima beserta margin yang telah 

disepakati kedua belah pihak dan objek jaminan yang 

diberikan debitur kepada pihak koperasi serta hasil 

pernyataan pihak anggota yang telah melakukan 

pembiayaan murābahah. 

Setelah berkas terkumpul oleh pihak Koperasi Bintang 

Anugerah dan diterima pihak pengacara/advokat yang telah 

ditunjuk. Maka langkah selanjutnya proses hukum yang ditempuh, 

berupa: 

1. Somasi (peringatan) 

Langkah pertama, memberikan somasi kepada anggota. 

Dalam hal ini, somasi dilakukan sebanyak 3 kali dengan 

somasi agar pihak debitur menyelesaikan kredit 

macetnya dengan cara menyerahkan objek jaminan 

kepada pihak koperasi atau objek jaminan tidak 

diserahkan akan tetapi dengan catatan debitur membayar 

atau melunasi kredit macet dalam pembiayaannya sesuai 

dengan kesepakatan di awal perjanjian. Langkah kedua 

ditempuh apabila langkah pertama tidak di respon oleh 

pihak debitur. Maka, kuasa hukum memberikan somasi 

kembali dengan isi bahwa pihak debitur diharapkan hadir 
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dan membawa jaminan dari pembiayaan jika jaminan 

bersifat benda bergerak dan jika jaminan bersifat benda 

tidak bergerak, maka somasi agar segara menyelesaikan 

pembiayaannya.  

2. Negosiasi  

Kuasa hukum yang telah ditunjuk dapat 

mempercepat adanya penyelesaian kredit macet dalam 

pembiayaan murābahah dengan proses negosiasi. 

Menurut Gary good paster menjelaskan bahwa negosiasi 

merupakan suatu proses upaya yang digunakan untuk 

mencapai adanya kesepakatan dengan pihak lain hal ini 

adalah proses interaksi dan komunikasi yang dinamis, 

beraneka ragam, lembut dan bernuansa sebagai manusia. 

Negosiasi dalam hal ini tidak terhitung jumlahnya karena 

dimanapun mereka membutuhkan dan menginginkan 

sesuatu yang dapat ditahan oleh pihak atau orang yang 

berkaitan, persetujuan orang lain atau ingin menjelaskan 

mengenai suatu persengketaan dan penyelesaian.  

3. Mediasi  

Jalur mediasi dilakukan apabila proses dari negosiasi 

gagal dengan melibatkan pihak ketiga yang memiliki 

keterkaitan ataupun tidak dengan pihak yang bersengketa 

dan bersifat netral.  Dalam hal ini, jalur mediasi 
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menggunakan mediator sebagai pihak yang dapat 

menengahi dan membantu mencari solusi dari 

penyelesaian sengketa. Mediator berposisi sebagai 

pendorong para pihak yang bersengketa untuk mencapai 

kesepakatan – kesepakatan yang dapat mengakhiri 

sebuah persengketaan. Dan nantinya para pihak yang 

menentukan kesepakatan – kesepakatan  dengan 

keinginan mereka.  

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa yang 

dilakukan di luar pengadilan dengan melalui pertemuan 

untuk merundingkan persengketaan dan melibatkan 

pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak berpihak 

kepada salah satu pihak yang bersengketa serta diterima 

kehadirannya oleh pihak – pihak yang melakukan proses 

mediasi. Pihak ketiga ini disebut sebagai “mediator” atau 

“penengah” yang bertugas membantu pihak yang 

bersengketa dan tidak mempunyai kewenangan untuk 

mengambil keputusan dalam menyelesaikan 

permasalahannya. Mediator bertindak sebagai fasilitator 

dan proses pengambilan keputusan tidak berada pada 

tangan mediator tetapi pada pihak yang bersengketa dan 

diharapkan dalam hal ini bisa dicapainya titik temu dari 

penyelesaian permasalahan yang dihadapi para pihak 
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yang nantinya akan dituangkan sebagai kesepakatan 

bersama antara kedua belah pihak yang bersengketa dan 

dapat membantu terselesaikannya kredit macet dalam 

pembiayaan murābahah. 

4. Eksekusi  

Eksekusi dilakukan apabila terjadi wanprestasi 

oleh pihak debitur dan proses eksekusi dilakukan oleh 

pihak Koperasi sebagai kreditur. Proses ini dilakukan 

untuk upaya penyelesaian kredit macet dalam 

pembiayaan murābahah, dimana telah dilakukan melalui 

proses secara internal dan eksternal. Dalam pelaksanaan 

eksekusi pihak Koperasi mempertimbangkan 

pembiayaan murābahah dilakukan dengan adanya 

jaminan atau tanpa adanya jaminan. Jika menggunakan 

jaminan, maka akan diidentifikasi objek jaminan yang 

merupakan benda bergerak atau tidak bergerak. Dalam 

hal ini bertujuan untuk memudahkan pihak kreditur 

dalam mengeksekusi objek jaminan pembiayaan. Jika 

tanpa jaminan, maka pihak Koperasi melakukan upaya 

untuk melakukan jaminan dalam akad ulang kepada 

pihak debitur.  Pada akad awal sangat harus diperhatikan 

keberadaan objek jaminan yang bertujuan mempermudah 

dan menjaga pihak Koperasi sebagai kreditur jika terjadi 
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wanprestasi dalam pembiayaan sehingga pihak Koperasi 

tidak mengalami kerugian akibat pembiayaan.
80

 

Berdasarkan hasil wawancara antara peneliti dengan 

beberapa anggota koperasi terhadap operasional pembiayaan 

murābahah pada Koperasi Bintang Anugerah, Kutisari, Tenggilis 

Mejoyo, Surabaya. Yakni: 

1. Ibu Fifitryany
81

 

“Saya telah  menjadi nasabah Koperasi Bintang Anugerah 

sejak tahun 2003 dan pernah melakukan pembiayaan 

murābahah pembelian printer digunakan  untuk memulai 

usaha percetakan saya. Pembiayaan pada Koperasi Bintang 

Anugerah sangat membantu saya untuk mewujudkan 

keperluan saya. jangka waktu cicilannyapun tidak 

memberatkan saya”. 

2. Ibu Matasim
82

 

“Saya bergabung di Koperasi Bintang Anugerah sejak 

pertama kali Koperasi ini berdiri, saya juga pernah 

menanamkan modal pada koperasi ini. Pada awalnya saya 

sangat terbantu dengan pembiayaan murābahah yang ada di 

Koperasi karena saya bisa membeli perlengkapan kue untuk 

saya pakai di usaha saya. Namun, pada saat saya 

                                                           
80

 Supriyo, Dewan Pengawas Syariah, Hasil Wawancara, Koperasi Bintang Anugerah, Pada 

Tanggal 8 Mei 2020 
81

 Fifitryany, Anggota Koperasi, Hasil Wawancara, Surabaya, Pada Tanggal 17 Mei 2020 
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 Matasim, Anggota Koperasi, Hasil Wawancara, Surabaya, Pada Tanggal 17 Mei 2020 
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mengajukan pembiayaan murābahah saya kecewa dengan 

adanya pengurangan jangka waktu pembayaran. Koperasi 

beralasan guna menutupi hutang pada koperasi ke pihak 

bank, sehingga jangka waktu pembayaran dikurangi”.   

3. Ibu Anwar
83

 

“Setelah beberapa kali mengajukan pembiayaan, pernah 

terakhir pembiayaan dengan harga yang lumayan besar  yaitu 

seperangkat sound system  dan pihak koperasi meminta 

jaminan ke saya. Pada saat itu saya menjaminkan BPKB 

kendaraan saya. Dengan Margin dan jangka waktu yang 

tidak memberatkan saat itu. Sayakan usaha, saya sewakan 

sound itu. Lalu, beberapa hari setelah saya sewakan, 

biasanya yang menjaga mengetes atau dipanaskan lagi sound 

itu. Pada saat dipanaskan tiba-tiba api muncul dan 1 gudang 

sound terbakar. Karena cicilan saya masih kurang, saya 

meminta penangguhan jangka waktu. Namun, saat saya 

kembali ke koperasi saya tanya ternyata jaminan awal yang 

saya jaminkan telah digadaikan untuk menutupi utang saya 

pada saat itu. Saya tidak bisa apa-apa, setelah kejadian itu 

saya keluar menjadi anggota Koperasi Bintang Anugerah. 

4. Ibu Dewi
84

  

“Menurut saya dalam pengajuan pembiayaan dengan akad 
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 Anwar, Anggota Koperasi, Hasil Wawancara, Surabaya, Pada tanggal 30 Mei 2020 
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 Dewi, Anggota Koperasi, Hasil Wawancara, Surabaya, Pada Tanggal 31 Mei 2020 
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murābahah saya merasa terbantu dengan keberadaan akad 

ini. Pada saat itu saya mengajukan pembelian laptop karena 

anak saya SMA kelas 3 akan ujian UN dan saya belum 

cukup uang untuk membeli. Margin yang ditetapkan 

menurut saya sudah sesuai dengan kemampuan saya”. 

Dari hasil wawancara yang dilakukan, didapati memang adanya 

beberapa kepuasan anggota koperasi dalam pelayanan operasional 

pembiayaan. Namun, ada beberapa ketidaksesuaian operasional 

dengan akad awal yang telah disepakati. 
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BAB IV 

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN MUI No.4 TAHUN 2000 

TERHADAP PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM PEMBIAYAAN 

MURĀBAHAH PADA KOPERASI BINTANG ANUGERAH, KUTISARI, 

TENGGILIS MEJOYO 

 

A. Analisis Penyelesaian Kredit Macet dalam Pembiayaan Murābahah 

Pada Koperasi Bintang Anugerah 

Koperasi Bintang Anugerah merupakan lembaga keuangan syariah 

yang didirikan oleh Bapak Soegiyo Sumarto dengan menjawab 

kegelisahan masyarakat dimana masih awamnya pengetahuan tentang 

keuangan yang berdasarkan prinsip syari’ah. Koperasi Bintang Anugerah 

memiliki dua pelayanan sistem keuangan yakni simpanan (funding) dan 

pembiayaan (financing). 

Dalam hal ini, pembiayaan (financing) salah satu bentuk pelayanan 

yang mengunggulkan produk pembiayaan yakni murābahah dimana 

pembiayaan ini ditujukan langsung kepada masyarakat yang mau 

melakukan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhannya.  

Pembiayaan murābahah pada Koperasi Bintang Anugerah 

merupakan pembiayaan berupa sejumlah dana yang diberikan dan 

dibutuhkan oleh anggota koperasi guna membeli suatu barang yang 
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diinginkan sesuai dengan spesifikasi dan kemauan anggota yang 

mengajukan pembiayaan tersebut. 

Dengan adanya pengajuan pembiayaan tersebut, maka anggota 

yang melakukan pengajuan berkewajiban untuk mengembalikan sejumlah 

dana dengan margin dan jangka waktu yang telah ditetapkan pada awal 

akad yang pembayarannya dilakukan secara angsuran (cicilan).  

Akad murābahah pada praktik awalnya telah diterapkan dengan 

baik, dibuktikan dengan banyaknya pengajuan pembiayaan dengan akad 

murābahah. Penentuan jangka waktu dan marginpun ditentukan 

berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. 

Penggunaan akad murābahah seharusnya sesuai dengan aturan dan 

tahapan yang telah diatur. Sebagaimana dimulai dari saat pengajuan 

pembiayaan, terjadinya akad perjanjian, pembelian barang ke supplier, 

penyerahan barang. Dalam hal ini pihak Koperasi menggunakan akad 

murābahah tanpa wakalah dikarenakan agar tidak terjadinya 

penyalahgunaan penggunaan dana pembiayaan. 

Penyelesaian pembiayaan murābahah pada koperasi bintang 

anugerah adalah sebagai salah satu kelemahan yang dialami. Dikarenakan 

banyaknya pembiayaan yang diajukan pihak anggota. Ada beberapa 

pengajuan yang mengalami kredit macet dikarenakan pihak koperasi tidak 

selektif memilah anggota yang benar-benar mengajukan pembiayaan 

dengan kondisi keuangan anggota tersebut.  
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Akibat dari adanya ketidakselektifan dalam pemilihan pengajuan 

pembiayaan, pihak koperasi melakukan penyelesaian kredit macet pada 

pembiayaan murābahah  dengan mengurangi jangka waktu pembiayaan 

pada awal akad dan adanya jaminan yang digadaikan pihak koperasi untuk 

menutupi anggota yang melakukan pembiayaan murābahah dan 

mengalami kredit macet. 

Dalam hal ini, pihak koperasi ternyata telah melakukan 

penyelesaian pembiayaan murābahah sesuai dengan yang telah diatur pada 

beberapa pembiayaan yang diajukan anggota. Namun, pihak koperasi 

berdalih jika memang sempat terjadi pengurangan jangka waktu kepada 

anggota yang mampu membayar pengajuan pembiayaannya.  

Proses penyelesaian kredit macet pada pembiayaan murābahah di 

koperasi bintang anugerah dirasa telah sesuai secara normatifnya. 

Dilakukan mulai tahap pernyataan dari anggota sebagai debitur, 

pengecekan berkas oleh pengurus dan pendekatan secara persuasif proses 

yang sangat cepat melalui penyelesaian secara internal. Namun, sangat 

disayangkan ternyata pada penyelesaian pembiayaan murābahah 

ditemukan jaminan yang telah digadaikan pihak koperasi. Hal ini terjadi 

tidak serta merta meninggalkan proses penyelesaian yang telah diatur, 

dikarenakan pihak koperasi telah menunda tagihan utangnya, akan tetapi 

tidak diindahkan akhirnya pihak koperasi menggadaikan jaminan awal 

akad murābahah. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

76 

 

 

 

B. Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No. 4 Tahun 2000 

Terhadap Penyelesaian Kredit Macet dalam Pembiayaan Murābahah 

Pada Koperasi Bintang Anugerah 

Secara umum, dalam hukum islam telah diperbolehkan adanya jual 

beli dikarenakan Allah SWT telah mengatur segala sesuatu yang 

melibatkan akad jual beli. Yang dimaksud dengan akad jual beli disini 

ialah akad yang dilakukan berupa perkataan ataupun perbuatan secara 

tertulis atau tidak tertulis dari penjual yang melaksanakan ijab dan pembeli 

melaksanakan qobul dan adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli.  

Akad jual beli termasuk kedalam akad murābahah dimana adanya 

transaksi antara pihak bank dengan nasabah dan barang yang dibeli 

berfungsi sebagai agunan. Dalam perjanjian akad murābahah nasabah 

(pembeli) membayar secara cicilan dan tambahan biaya (keuntungan) bagi 

bank ditentukan diawal perjanjian dibuat antara bank dengan nasabah.
85

 

Perjanjian dalam akad murābahah harus dipenuhi dengan baik 

karena perjanjian dilakukan di awal dan sama-sama disepakati oleh kedua 

belah pihak yang terkait dalam pembiayaan.   

فوُاْبِال عقُُْ ودِْيَاْأيَُّهَاْالَّذِينَْآمَنوُاْأوَ   
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad 

perjanjianmu.” (Qs. Al-Ma’idah : 1)
86

 

 

Allah SWT telah memerintahkan agar kita untuk memenuhi janji, 

baik kepada Allah maupun sesama manusia. Dan pelanggaran terhadap 

janji telah dijelaskan dalam firman Allah SWT (Qs. Ash-Shaf: 2, 3) 

 

                                                           
85

 Andrian Sutedi, Perbankan Syariah (Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum), (Jakarta: Ghalia 

Indonesia)h. 94 
86

 Sayid Sabiq, Fiqh Sunnah 9-10-11 (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1984)h. 190 
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ْ نَ.ْكَـبرَُْمَق تـاًْعِن دَْاللهِْانَ  نَْمَاْلاَْتـَف عَلـُو  لـُو  اْلِمَْتـَقوُ  يـايَـُّهَاْالَّذيَـ نَْامَنوُ 

نَْ اْمَاْلاَْتـَف عَلـُو  لـُو   تـَقوُ 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, mengapakah kamu 

mengatakan apa yang kamu tidak perbuat. Amat besar dosanya di sisi 

Allah lantaran kamu mengatakan apa yang tidak lakukan”
87 

 

Dalam hal ini, Koperasi Bintang Anugerah mengunggulkan salah 

satu pembiayaan yakni pembiayaan dengan akad murābahah yang mana 

rukun-rukun pada pembiayaan ini harus dipenuhi yaitu adanya penjual, 

pembeli, objek jual beli, harga dan ijab qobul.  

Penyelesaian kredit macet dalam pembiayaan murābahah telah 

dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah diatur pada Koperasi 

Bintang Anugerah. Dalam hal ini memang pihak koperasi lebih 

mengutamakan upaya proses penyelesaian kredit macet dalam pembiayaan 

murābahah secara internal (non litigasi) dengan proses yang cepat, biaya 

murah dengan procedure yang telah disepakati bersama.  

Proses penyelesaian secara internal, sebagaimana berikut ini: 

4. Pernyataan dari Anggota sebagai debitur, pencocokan 

pernyataan dengan berkas bertujuan untuk mengingatkan 

kembali anggota terhadap pembiayaan yang telah disepakati di 

awal. 

5. Pengecekan Berkas oleh Pengurus, pengecekan berkas ini 

bertujuan untuk mengetahui akad pembiayaan yang dilakukan 

oleh pihak Koperasi dengan pihak penerima pembiayaan yang 

diajukan.  

                                                           
87

 Ibid h.191 
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6. Pendekatan secara persuasive, pendekatan ini dilakukan dalam 

menyelesaian kredit macet dimana nantinya pihak anggota 

akan mengutarakan komitmennya dalam penyelesaikan 

permasalahan pembiayaan yang telah diterimanya.  

Menurut analisa penyelesaian kredit macet yang dilakukan di 

Koperasi Bintang Anugerah telah sesuai dengan yang diatur pihak 

koperasi. Namun, jika ditelisik kembali dengan kejadian yang ada pada 

ketentuan  yang sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 4 Tahun 2000 tentang 

murābahah point ke 3 pasal 1 yang berbunyi “jaminan dalam murābahah 

diperbolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya” pihak koperasi 

telah melakukan sesuai dengan bunyi fatwa tersebut.  

Tetapi menurut Fatwa DSN MUI No. 4 Tahun 2000 point 6 yang 

berbunyi “bangkrut dalam murābahah: jika nasabah telah dinyatakan pailit 

dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang 

sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan”. 

Maksud dari kalimat diatas, bahwa jika anggota mengalami bangkrut dan 

dinyatakan pailit maka pihak koperasi wajib memberikan keringanan 

dengan menunda jangka waktu tagihan utangnya sampai anggota yang 

melakukan pembiayaan tersebut sanggup untuk membayar kembali. 

Jika di analisa dan dikaitkan kembali dengan permasalahan yang 

terjadi pada penyelesaian kredit macet pembiayaan murābahah di 

Koperasi Bintang Anugerah dengan Fatwa DSN MUI No. 4 Tahun 2000 

point 6. Maka seharusnya pihak koperasi melaksanakan proses 
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penyelesaian secara internal dan pada tahap pendekatan secara persuasif, 

anggota koperasi diringankan dengan menunda jangka waktu 

pembayarannya. 

Sedangkan dalam praktiknya, di Koperasi Bintang Anugerah tidak 

demikian pada tahap pendekatan secara persuasive memang kedua belah 

pihak telah bersepakat untuk menunda jangka waktu pembayaran. Namun, 

selang beberapa hari pihak koperasi mengadaikan BPKB hasil jaminan 

dari pembiayaan murābahah yang diajukan anggota koperasi. Koperasi 

beralasan dikarenakan tidak adanya keseriusan dalam hal pelunasan 

pembayaran.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian melalui data primer, sekunder 

sekaligus dengan teknik pengumpulan data yang ada dan telah 

dicantumkan penulis pada bab-bab sebelumnya dengan didukung teori-

teori yang telah penulis pelajari sebagai landasan berpikir dalam 

memahami permasalahan yang ada, maka kesimpulan dari penulis yang 

dapat diambil adalah berikut ini: 

1. Koperasi “Bintang Anugerah” Kutisari, Tenggilis Mejoyo, Surabaya 

memiliki 2 mekanisme penyelesaian kredit macet dalam pembiayaan 

murābahah yakni, penyelesaian secara Internal dan penyelesaian 

secara Eksternal. Namun, pada praktiknya koperasi ini lebih 

mengedepankan penyelesaian secara internal dikarenakan biaya yang 

dikeluarkan lebih murah, proses yang cepat dengan prosedur yang 

telah disepakati bersama. 

2. Praktik penyelesaian kredit macet dalam pembiayaan murābahah pada 

Koperasi Bintang Anugerah Kutisari, Tenggilis Mejoyo, Surabaya  jika 

di analisis menurut Hukum Islam pada rukun akad yang dijalankan 

telah sesuai dan tidak fasid dikarenakan semua rukun dalam 

pembiayaan murābahah telah terpenuhi keberadaannya. Namun, 

menurut Fatwa DSN MUI No. 4 Tahun 2000 point 6 yang berbunyi 

“bangkrut dalam murābahah: jika nasabah telah dinyatakan pailit dan 
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gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang 

sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan”. 

Dalam praktiknya pihak koperasi mengadaikan BPKB hasil jaminan 

dari pembiayaan murābahah yang diajukan anggota koperasi. Koperasi 

beralasan dikarenakan tidak adanya keseriusan dalam hal pelunasan 

pembayaran. 

B. Saran 

Dari hasil pemaparan permasalahan yang ada pada penelitian ini 

dan terjadi pada Koperasi Bintang Anugerah, Kutisari, Tenggilis Mejoyo, 

Surabaya, maka peneliti memberikan beberapa pertimbangan sebagai 

saran yang bertujuan agar tidak terulangnya kembali permasalahan yang 

ada dan dapat mengambil sisi positif dan tetap mempertahankan prinsip 

syariah demi kemajuan koperasi bintang anugerah sebagaimana berikut 

ini: 

1. Diharapkan pihak koperasi lebih memperhatikan dan selektif 

dalam pengajuan pembiayaan murābahah serta sistem 

operasional yang telah diatur sesuai dengan ketentuan akad. 

2. Diharapkan pihak koperasi menerapkan proses penyelesaian 

kredit macet dalam pembiayaan murābahah secara internal 

dengan baik tanpa memberatkan anggota koperasi apalagi 

sampai menggadaikan jaminan dari akad. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

82 
 

DAFTAR PUSTAKA 

A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam 

Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis. Jakarta: Kencana, 

2006. 

 

Abd ar-Rahman al Jaziri, Kitab al-Fiqih’ala, al-Mazahib al-Arba’ah. Mesir: 

Maktabah Tijariyah Kubra t.t,1996. 

 

Abdul Ghafur, Tanya Jawab Perbankan Syariah. Yogyakarta: UII Press, 2008. 

 

Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perbankan Syariah. Bandung: Rafika Aditama, 

2009. 

 

Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat, cet. Ke-1.Jakarta: Kencana, 2010. 

Abu ‘Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, al-Jami’ al-Sahih, Juz.III. 

Adiwarman Karim, Bank Islam (Analis Fiqih dan Keuangan). Jakarta: Rajawali 

Press. 

 

Ai Rochimah, Bendahara, Wawancara, Koperasi Bintang Anugerah, Pada Tanggal 

10 April 2020 

 

Al- Qur’anul Karim Tafsir Perkata Tajwid Kode Arab  

Al-Hadi Rasm Utsmani Mushaf Terjemah Perkata Latin dan Kode Tajwid Latin 

Andrian Sutedi, Perbankan Syariah (Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum) Jakarta: 

Ghalia Indonesia. 

 

Andrian Sutedi, Perbankan Syariah. Jakarta: Sinar Grafika, 2008. 

Anwar, Anggota Koperasi, Hasil Wawancara, Surabaya, Pada tanggal 30 Mei 

2020 

 

Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 

2012. 

 

Bagya Agung Prabowo, Aspek Hukum Pembiayaan Murābahah Pada Perbankan 

Syariah. Yogyakarta: UII Press, 2012. 

 

Berkas Dokumen Koperasi Bintang Anugerah 

Binti Nur Asiyah, Manajemen Pendidikan Bank Syariah. Yogyakarta: Teras, 

2014. Brosur Koperasi Bintang Anugerah 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

83 

 

 

 

 

Burhanuddin, Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia. Malang: UIN-

Maliki Press, 2013. 

 

Dahlan Siamat, Manajemen Bank Umum. Jakarta: Intermedia, 1993. 

Dewi, Anggota Koperasi, Hasil Wawancara, Surabaya, Pada Tanggal 31 Mei 

2020 

 

Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2010. 

 

Eva Iryani, Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, dalam Jurnal 

Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No. 2 Tahun 2017.  

 

Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Keuangan 

di Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Sinar Grafika, 2013. 

 

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang 

Murābahah 

 

Fifitryany, Anggota Koperasi, Hasil Wawancara, Surabaya, Pada Tanggal 17 Mei 

2020 

 

Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2002) 

Hendrojogi, Koperasi Asas – Asas, Teori dan Praktek. Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada, 1998. 

 

Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta:Ekonisia. 

 

Ibnu Qudamah, Al-Mughni. Mesir: Maktabah al-Qaahirah, 1978. 

Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid. Kairo: Maktabah 

Syuruk Ad-Dauliyah, 2004. 

 

Kitab Shahih Al-Jami’ no.2323 

Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja 

Rosadakarya, 2000. 

 

M. Syafi’I Antonio, Apa dan Bagaimana Bank Islam. Yogyakarta: Dana Bhakti 

Wakaf, 1992. 

 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

84 

 

 

 

Matasim, Anggota Koperasi, Hasil Wawancara, Surabaya, Pada Tanggal 17 Mei 

2020 

 

Muhammad Ridwan, Konstruksi Bank Syariah di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka 

SM,2007. 

 

Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema 

Insani,2001. 

 

Muhammad, Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah. Yogyakarta: UII 

Press, 2009. 

 

Muhammad, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah. Yogyakarta: UPP 

AMP YKPN, 1983. 

 

Mustar, Dewan Pengawas Syariah, Hasil Wawancara, Koperasi Bintang 

Anugerah, Pada Tanggal 24 April 2020 

 

Nafiah, Bahan Ajar Metodologi Penelitian. Surabaya: UNUSA Press, 2016. 

Nurhajati, Bendahara, Hasil Wawancara, Koperasi Bintang Anugerah, Pada 

Tanggal 15 April 2020. 

PT. Insan Media Pustaka, Al- Qur’anul Karim Tafsir Perkata Tajwid Kode Arab 

Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2013. 

 

Rini Imsiati, Sekretaris, Hasil Wawancara, Koperasi Bintang Anugerah, Pada 

Tanggal 15 April 2020. 

 

Rohmadi Utsman, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. Bandung: 

Citra Aditya Bhakti, 2009. 

 

Sayid Sabiq, Fiqh Sunnah 9-10-11. Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1984. 
 

Skripsi Budi Triyono, Penerapan Fatwa DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 

Tentang murābahahdi BPRS Sukowati Sragen Cabang Grobogan. 

Semarang: UIN Walisongo, 2017. 

 

Skripsi Fathurrohman Husen, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Solusi 

Pembiayaan Bermasalah di BMT Arafah Solo.Surakarta: Universitas 

Muhammadiyah, 2013. 

 

Skripsi Fitri Restiani, Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN NO. 04/DSN-

MUI/IV/2000 Terhadap Akad murābahah Bil Wakalah Pada 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

85 

 

 

 

Pembiayaan Mitra Amanah Syariah di BPRS Magetan. Surabaya: 

UIN Sunan Ampel, 2019. 

 

Sugiyo Sumarto, Ketua, Wawancara, Koperasi Bintang Anugerah, Pada Tanggal 

10 April 2020. 

 

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: CV. 

Alfabeta, 2012 

 

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Penanganan Praktek. Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, 1986. 

 

Supriyadi, “Desain Penyelesaian Kredit Macet dalam Pembiayaan Murābahah  di 

BMT Bina Ummat Sejahtera”, Jurnal P-ISSN: 2655-9021, E-

ISSN:2655-9579, Vol. 1  

 

Supriyo, Dewan Pengawas Syariah, Hasil Wawancara, Koperasi Bintang 

Anugerah, Pada Tanggal 8 Mei 2020 

 

Syaikh Muhammad, Mudzakkirah al-Fiqh. Kairo: Dar al-Ghad al-Jadid. 

 

Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, 1997, 3764 

Warkum Sumitro, Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait. 

Jakarta: PT Grafindo Persada,1996. 

 

Wiroso, Jual Beli Murābahah. Yogyakarta: UII Press, 2005. 

Zainuddin Ali, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: 

Sinar Garafika, 2015. 

 

Zainul Arifin, Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah. Jakarta: Pustaka Alvabet, 

2006. 

Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 – Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 

Tentang Perbankan 

 

Undang-Undang  No. 25 Tahun 1992 Tentang Pengkoperasian 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Penyelesaian 

Sengketa 

 

Pasal 1 angka (1) Undang – Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

86 

 

 

 

Pasal 1 butir (25) Undang – Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan 

Syariah. 

Pasal 1338 KUHPer Tentang Akibat Suatu Perjanjian. 

Pasal 3 PBI No. 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam 

kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan 

Jasa Bank Syariah. 

 

Pasal 3 Undang – Undang No.12 Tahun 1967 tentang Pokok – Pokok 

Perkoperasian. 

http://ehadalumbalumba.blogspot.com/2019/10/praktik-pembiayaan-

murabahah.html?m=1 “diakses pada” tanggal 4 Mei 2020 

 

https://docplayer.info/52853065-Bab-ii-landasan-teori.html “diakses pada” 

tanggal 4 Mei 2020 

 

https://docplayer.info/71792286-Strategi-pemasaran-pembiayaan-murabahah-

pada-pt-bank-mega-syariah-kantor-cabang-tanggerang-city.html 

“diakses pada” tanggal 4 Mei 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ehadalumbalumba.blogspot.com/2019/10/praktik-pembiayaan-murabahah.html?m=1
http://ehadalumbalumba.blogspot.com/2019/10/praktik-pembiayaan-murabahah.html?m=1
https://docplayer.info/52853065-Bab-ii-landasan-teori.html
https://docplayer.info/71792286-Strategi-pemasaran-pembiayaan-murabahah-pada-pt-bank-mega-syariah-kantor-cabang-tanggerang-city.html
https://docplayer.info/71792286-Strategi-pemasaran-pembiayaan-murabahah-pada-pt-bank-mega-syariah-kantor-cabang-tanggerang-city.html



